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ABSTRAK 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang 

Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Medan 

 

Athaya Dhafia Syahirah 

2103100021 

Pengelolaan sampah menjadi masalah besar yang sering dihadapi pada 

daerah perkotaan, terutama daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. 

Setiap pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi 

permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 tahun 2015 tentang peran masyarakat 

dalam pengelolaan sampah di Kota Medan. Metode dalam penelitian ini yaitu 

kualitatif dengan menerapkan kategorisasi menurut George C. Edward III meliputi 

sumber daya manusia, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Teknik 

Pengumpulan Data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan sangat bergantung pada 

kelengkapan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memahami 

pengelolaan sampah secara teknis dan praktis. Meskipun SDM yang kompeten 

telah tersedia, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan anggaran dan 

rendahnya pemahaman teknis pada tenaga baru, sehingga peningkatan kapasitas 

SDM perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Komunikasi yang efektif melalui 

sosialisasi, media digital, dan aplikasi pelaporan telah mendukung penyebaran 

informasi, meskipun masih dibutuhkan pendekatan yang lebih partisipatif di 

tingkat akar rumput. Disposisi pimpinan Dinas Lingkungan Hidup menjadi 

pedoman penting dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi keberagaman dalam 

penyampaian arahan memerlukan sistem dokumentasi dan evaluasi yang lebih 

terintegrasi. Sementara itu, struktur birokrasi yang terorganisir di Kota Medan 

berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah 

melalui peran terstruktur dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan mulai dari 

Kepala Dinas sebagai pengambil kebijakan, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah 

sebagai pelaksana teknis hingga Kepala Seksi yang fokus pada pengurangan dan 

penanganan sampah secara spesifik. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan 

pengelolaan sampah di Kota Medan membutuhkan sinergi antara penguatan SDM, 

komunikasi yang terbuka, disposisi yang terarah, dan birokrasi yang adaptif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sampah didefinisikan sebagai permasalahan yang memprihatinkan dengan 

dampak negatif yang ditimbulkannya. Selain menurunkan higienitas dan kualitas 

lingkungan, keberadaan sampah senantiasa menimbulkan problematika sosial 

yang cukup pelik dalam berbagai hal. Setiap tahun timbunan sampah mengalami 

peningkatan  sebesar 2% atau sekitar 4.500-5.000 ton per tahun (PUPR-PRKP, 

2023). Peningkatan ini tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana 

penunjang yang memenuhi persyaratan teknis, sehingga banyak sampah tidak 

tertangani secara optimal. Sampah akan terus dihasilkan dan tidak pernah berhenti 

selama manusia masih tetap memproduksi barang organik dan non organik 

(Dongoran et al., 2019). 

Kebijakan sampah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah membuat regulasi 

turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta 

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. 

Di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah disebutkan adanya pertambahan 

penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang menimbulkan 

pertambahan volume, jenis dan karakteristik sampah yang beragam. Konsumsi 

masyarakat meliputi makanan maupun barang dalam kemasan, khususnya 

kemasan yang tidak terdegradasi secara sempurna dalam waktu singkat (seperti 
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kantong plastik) dapat menyebabkan sampah-sampah kantong plastik terus 

menumpuk setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan persoalan kesehatan bagi 

manusia dan merusak lingkungan sekitarnya (Solihah & Rohman, 2024). 

Pengelolaan sampah menjadi masalah besar yang sering dihadapi pada 

daerah perkotaan, terutama daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. 

Setiap pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi 

permasalahan ini. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang memiliki 

manajemen sampah yang baik. Pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya 

mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan tidak teratur. Sampah yang dibuang 

sembarangan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan berbagai penyakit. 

Polusi akibat sampah pun sulit dihindari, seperti polusi udara akibat pembakaran 

sampah, pencemaran air tanah dan permukaan, kerusakan pemandangan kota, 

serta munculnya aroma yang tidak sedap (Siregar, 2023). 

Kota Medan merupakan salah satu kota yang pernah dinobatkan menjadi 

bagian kota terkotor dalam penilaian Adipura pada tahun 2018. Mengacu pada 

pendataan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, 

setiap warga kota menghasilkan rata-rata 0,7 kg sampah per hari. Dengan jumlah 

penduduk sekitar 2,9 juta jiwa, volume sampah yang dihasilkan warga Kota 

Medan mencapai sekitar 2.000 ton per hari. Pengelolaan sampah di Kota Medan 

diatur dalam Peraturan Daerah dan menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan. Namun, masalah sampah belum teratasi optimal akibat rendahnya 

partisipasi dan inisiatif masyarakat (Nasution et al., 2021). 



3 

 

Pemerintah Kota Medan sendiri telah berusaha menyusun sistem tata 

kelola persampahan, baik dengan sistemika maupun manual sekalipun. Pada tahun 

2008 Pemerintah Kota Medan melakukan sistem tata kelola persampahan dengan 

mengadakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kota Medan. Dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, tersebut 

pada Pasal 44 Ayat 2 menyebutkan pemerintah daerah harus menutup tempat 

pembuangan akhir sampah dengan menerapkan sistem pembuangan terbuka (open 

dumping) paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang 

tersebut (Izharsyah, 2020). 

Masalah sampah di Kota Medan bukanlah hal yang baru, melainkan 

tergolong dengan jumlah produksi sampah terbesar di Indonesia. Hal ini terlihat 

pada volume sampah Kota Medan tahun 2008-2013, 2013-2018 dan akan 

diproyeksikan pada 5 tahun mendatang. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Medan, sampah yang dihasilkan selama 2008-2009 mencapai 33,85 ton. 

Kemudian meningkat sebesar 677,85 ton pada periode 2009-2019 berikutnya. 

Turun 22,6556 ton pada 2010-2011, meningkat 270 sebesar 3306 ton pada tahun 

berikutnya dengan mencapai sekitar 1.700 ton perhari pada 2012-2013 dan 

mencapai 1.900 ton per hari pada 2015. Dengan angka tersebut, masyarakat Kota 

Medan menghasilkan 44.000 ton sampah setiap bulannya (Nanda et al., 2024). 

Pemerintah Kota Medan dalam mengantisipasi masalah tersebut, maka 

mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 

Persampahan yang dimana terdapat beberapa larangan bagi pelaku yang 
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membuang sampah secara sembarangan pada Pasal 32 yang menjelaskan setiap 

orang atau badan dilarang(Matondang, 2022):  

1. Membuang sampah sembarangan,  

2. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan tanpa seizin walikota, dan  

3. Menimbun sampah atau pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan 

kembali sampah yang berakibat kerusakan lingkungan. 

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Medan juga sebagai isu yang 

memprihatinkan sejalan dengan meningkatnya volume sampah setiap tahunnya 

dan dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti pencemaran lingkungan dan 

gangguan kesehatan masyarakat. Meskipun Pemerintah Kota Medan telah 

mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah 

untuk mengatur peran serta masyarakat, implementasi dari peraturan tersebut 

masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat, 

keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah dan kurangnya kesadaran akan 

pentingnya pengelolaan sampah yang efektif.  

Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 mengatur sanksi bagi 

setiap orang maupun badan yang membuang sampah sembarangan. Namun, 

penerapan sanksi ini masih lemah sehingga pengelolaan persampahan belum 

berjalan optimal, terutama karena kurangnya pengawasan. Pengawasan 

seharusnya tidak hanya ditujukan pada kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Medan, tetapi juga pada perilaku masyarakat, guna memastikan kedua pihak 

melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Perda tersebut, khususnya terkait 

sampah rumah tangga. Mulai 1 Januari 2024, Pemerintah Kota Medan kembali 
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menegaskan penerapan Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. 

Dalam Pasal 57 ayat (1) disebutkan larangan membuang sampah ke sungai, 

dengan ancaman sanksi tegas berupa denda Rp10 juta atau kurungan selama 3 

bulan bagi pelanggarnya (Nasution et al., 2021).  

Pada hasil observasi awal yang dilakukan peneliti yang menunjukkan 

bahwa pengelolaan sampah di Kota Medan masih menghadapi berbagai kendala 

meskipun telah ada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 yang 

mengatur tentang peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Di beberapa 

lokasi, sampah masih banyak ditemukan berserakan di jalan-jalan umum, pasar 

dan area permukiman yang mencerminkan kurangnya kesadaran dan partisipasi 

aktif masyarakat dalam mengikuti peraturan tersebut. Selain itu, fasilitas 

pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat sampah terpisah dan pusat 

daur ulang, masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah kota. Hal ini 

mengindikasikan adanya kesenjangan dalam implementasi peraturan, baik dalam 

hal sosialisasi, infrastruktur maupun keterlibatan masyarakat yang berdampak 

pada lingkungan dan kualitas hidup warga kota. 

Artinya tidak dapat dipungkiri sampah selalu dikaitkan dengan lingkungan 

dan bila sampah dibuang sembarangan berdampak buruk pada lingkungan. 

Penanganan sampah yang baik sangat diperlukan karena dampak yang 

ditimbulkan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara signifikan. Oleh 

karena itu, pengelolaan sampah yang efektif dan efisien sangat penting agar 

sampah tidak hanya menjadi masalah dan mampu dimanfaatkan sebagai sumber 

daya. Solusi yang dapat diterapkan melalui pendauran ulang sampah yang dapat 
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meminimalkan dampak negatif dari sampah tersebut. Meskipun demikian hingga 

saat ini pengelolaan sampah di Kota Medan masih belum terlaksana dengan baik, 

sehingga menyebabkan berbagai masalah sosial dan lingkungan di masyarakat 

(Sima, 2021). 

Penelitian ini penting untuk dilakukan terkait masalah pengelolaan sampah 

di Kota Medan semakin mendesak dan mempengaruhi kualitas lingkungan serta 

kesehatan masyarakat. Meskipun sudah ada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 

6 Tahun 2015 yang mengatur tentang peran masyarakat dalam pengelolaan 

sampah, implementasinya masih jauh dari optimal. Hal ini dapat dilihat dari 

tingginya volume sampah yang dihasilkan, kurangnya fasilitas pengelolaan 

sampah yang memadai dan rendahnya kesadaran serta partisipasi masyarakat 

dalam menerapkan peraturan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai efektivitas peraturan tersebut, 

serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam pengelolaan sampah, 

dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan partisipasi masyarakat 

dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kota Medan. 

Dari penjelasan fenomena diatas maka peneliti mengambil judul penelitian 

yaitu “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 

Tentang Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Medan” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran pada latarbelakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan 
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Nomor 6 tahun 2015 tentang peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota 

Medan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 

tahun 2015 tentang peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Medan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat akademis. 

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam studi hukum 

lingkungan yang berkaitan dengan peran masyarakat dalam pengelolaan 

sampah sesuai peraturan daerah, serta memberikan referensi untuk 

penelitian lanjutan di bidang kebijakan publik dan pengelolaan lingkungan. 

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah 

Kota Medan mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pengelolaan 

sampah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memberikan 

rekomendasi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan kebersihan 

kota. 

3. Manfaat akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi 

akademisi dan mahasiswa dalam memahami hubungan antara peraturan 

daerah dan pengelolaan lingkungan, serta mendorong penelitian serupa di 

berbagai daerah untuk mengatasi tantangan pengelolaan sampah. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan menjadi pedoman 

penulisan peneliti dalam penelitian ini dilakukan. Adapun sistematika penelitian 

ini yaitu: 

BAB I : Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian. Pendahuluan ini memberikan 

dasar yang jelas mengenai alasan pentingnya penelitian ini 

dilakukan dan ruang lingkupnya. 

BAB II : Bab ini berisi uraian teori yang relevan dengan penelitian, termasuk 

teori-teori yang mendukung topik yang diteliti. Adapun teori dalam 

penelitian ini yaitu Teori Implementasi dan tinjauan tentang 

pengelolaan sampah serta peran masyarakat dalam pengelolaan 

sampah. 

BAB III : Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, 

seperti jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, 

populasi dan sampel, teknik analisis data, serta prosedur 

pelaksanaan penelitian. Metode ini menjadi panduan dalam 

memperoleh dan menganalisis data penelitian secara sistematis. 

BAB IV : Bab ini memaparkan temuan penelitian dan pembahasannya. Hasil 

penelitian disajikan dalam bentuk analisis data, kemudian diikuti 

oleh pembahasan yang menghubungkan hasil dengan teori serta 

menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. 
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BAB V : Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang 

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 

kebijakan atau penelitian lanjutan terkait implementasi Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang peran 

masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Medan. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Teori Implementasi 

Secara etimologis, implementasi merupakan suatu aktivitas yang bertalian 

dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk 

memperoleh hasil. Sedangkan secara terminologi implementasi kebijakan publik 

dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksaan suatu kebijakan 

publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk 

mencapai tujuan kebijakan (Farid et al., 2020). 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi adalah 

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, 

implementasi bukan sekedar aktivitas melainkan suatu kegiatan yang terencana 

dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002: 70). 

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses 

interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan 

jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan 2004: 39).Implementasi juga 

merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu 

tindakan sehingga bisa memberikan dampak berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan dan nilai sikap (Mulyasa 2015: 39). Sedangkan dalam pengertian 

lain implementasi adalah proses bagaimana mentransformasikan input (tujuan dan 
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isi) ke dalam bentuk rangkaian tindakan operasional guna mewujudkan hasil yang 

diinginkan oleh suatu kebijakan (Dachi, 2017: 128). 

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah 

keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha 

mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah 

diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya 

pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan(Mulyadi 

2015: 12). 

Implementasi adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk 

mengeluarkan kebijakan kepada publik sehingga menghasilkan keluaran yang 

diinginkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup (Syaukani dkk, 2004: 295):  

1. Persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang adalah interpretasi dari 

kebijakan itu sendiri. 

2. Mempersiapkan sumber daya untuk menjalankan kegiatan implementasi 

termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan 

tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab menjalankan 

kebijaksanaan itu.  

3. Bagimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkrit kepada 

masyarakat. 

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan 

dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni (Mulyadi, 2015: 12): 

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.  
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2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.  

3. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.  

4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.  

5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.  

6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.  

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal 

penting yakni (Mulyadi, 2015: 12):  

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.  

2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima 

dan dijalankan.  

3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin 

Surmayadi (2005: 79) mengatakan terdapat 3 faktor utama dalam proses 

implementasi yaitu:  

1. Terdapatnya kegiatan ataupun kebijakan yang dilakukan.  

2. Sasaran group ialah kelompok masyarakat yang jadi tujuan serta di sahkan 

hendak menerima khasiat dari kegiatan, pergantian ataupun kenaikkan.  

3. Faktor pelaksana (implementor) yang dapat berupa kelompok orang atau 

organisasi, bertugas mengawasi proses pelaksanaan. 

Menurut Kapioru (2014:105) dalam (Ondang et al., 2023) Ada 4 faktor 

yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:  

1. Kondisi lingkungan (environmental conditions).  

2. Hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship).  

3. Sumberdaya (resources).  
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4. Karakter institusi implementor (characteristicimplementing agencies).  

Dan menurut Purwanto, Syahida (2014:13) dalam (Sucahyo et al., 2022) 

beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses 

implementasi yaitu:  

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.  

2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).  

3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan 

(pelayanan, subsidi, hibah dan lainnya).  

4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, 

pengawasan dan sebagainya).  

5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran 

adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau 

tidak). 

6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana 

implementasi tersebut dilakukan. 

Implementasi membawa keluar suatu dasar keputusan kebijakan yang 

sering disatukan dengan undang-undang, namun dapat juga ditempatkan sebagai 

bentuk dari aturan penting eksekutif atau putusan hukum. Secara ideal, keputusan 

itu mengidentifikasi masalah-masalah untuk dirumuskan, menetapkan sesuatu 

untuk diubah dan diperbaiki untuk kemudian dilaksanakan sesuai tujuan 

keputusan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk 

memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak 

yang timbul dari program kebijakan itu. Implementasi kebijakan tidak hanya 
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terkait dengan masalah administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor 

lingkungan yang berpengaruh terhadap jalannya implementasi (Rizky & 

Mahardika, 2023).  

Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Daniel A. Mazmanian 

dan Paul A. Sabatier yang mengidentifikasi tiga kelompok variabel utama yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Mazmanian dan 

Sabatier (dalam Subarsono, 2016: 94), variabel pertama adalah karakteristik dari 

masalah (tractability of the problems), yang mengacu pada sejauh mana suatu 

masalah dapat dipecahkan melalui kebijakan yang ada. Variabel kedua adalah 

karakteristik kebijakan atau undang-undang itu sendiri (ability of statute to 

structure implementation), yang berkaitan dengan seberapa jelas dan terstruktur 

kebijakan atau peraturan yang dirancang, serta apakah kebijakan tersebut 

memberikan panduan yang cukup bagi para pelaksana di lapangan. Variabel 

ketiga adalah faktor lingkungan atau non-statutory variables affecting 

implementation, yang meliputi elemen-elemen eksternal seperti dukungan politik, 

kondisi sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. 

2.2 Implementasi Kebijakan Publik 

Konsep implementasi kebijakan publik mengacu pada proses memberikan 

efek praktis kebijakan yang telah diadopsi oleh aparat administratif yang tepat. 

Implementasi kebijakan publik adalah proses pengubahan masukan manusia dan 

material, termasuk informasi, teknis, manusia, permintaan dan dukungan menjadi 

keluaran berupa barang dan jasa. Dalam implementasi kebijakan publik atau yang 

dikenal dengan istilah eksekusi, berbagai keputusan dan tindakan eksekutif yang 
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berupaya mengubah mandat yang telah ditetapkan menjadi kenyataan (Eminue 

dalam Kristian, 2023), 

Kebijakan publik berarti tindakan yang diambil oleh pemerintah atau 

lembaga publik untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam 

masyarakat. Kebijakan publik dapat berupa bidang-bidang seperti pendidikan, 

kesehatan, lingkungan, ekonomi dan lainnya. Proses pembuatan kebijakan publik 

melibatkan tahap-tahap yakni identifikasi masalah, analisis kebijakan, 

pengembangan alternatif kebijakan, pemilihan kebijakan, implementasi kebijakan 

dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik dapat dibuat oleh pemerintah dalam 

berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional atau bahkan 

internasional. Kebijakan publik dapat pula dibuat oleh lembaga-lembaga publik 

yang independen, seperti badan pengatur atau lembaga keuangan(Tanjung, Yetti, 

Frinaldi, & Syamsir, 2023). 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya ialah cara agar sebuah kebijakan 

dapat mencapai tujuannya dengan tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, terdapat dua pilihan langkah berupa 

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi 

kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian 

implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas dimulai dari program menuju 

proyek dan kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam 

manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa 

program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek dan akhirnya 
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terwujud pada kegiatan-kegiatan, baik dilakukan oleh pemerintah, masyarakat 

maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat (Entjaurau et al., 2021). 

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Budi Winarno dalamReta, 

Alfarisi & Susanto (2020), implementasi kebijakan ialah tahap yang krusial atau 

penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus 

diimplementasikan atau dilaksanakan agar dapat mempunyai tujuan atau dampak 

yang diinginkan atau yang diharapkan. Implementasi kebijakan dilihat dalam 

pengertian yang luas, ialah tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan 

Undang-Undang. Implementasi dilihat secara luas mempunyai makna atau 

maksud pelaksanaan Undang-Undang di mana berbagai aktor, organisasi, 

prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam 

upaya untuk meraih atau mendapatkan tujuan-tujuan kebijakan atau program-

program. 

Peneliti dalam hal ini menggunakan model implementasi oleh Edwards III 

dalam Manik (2022)yang memuat adanya 4 (empat) faktor yang mempengaruhi 

tingkat keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan terdiri dari: 

1. Faktor Sumber Daya 

Faktor sumber daya berperan penting dalam implementasi kebijakan sebab 

dimensi kejelasan dan dimensi konsistensi sangat dibutuhkan untuk 

menerapkan kebijakan. Apabila anggota implementor kebijakan tidak 

bertanggungjawab dan tidak memiliki berbagai sumber guna 

melangsungkan pekerjaannya, maka pelaksanaan kebijakan tersebut 

mustahil dapat efektif. 
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2. Faktor Komunikasi 

Komunikasi merupakan bentuk proses interaksi manusia untuk 

menyampaikan dan menterjemahkan maksud pemikiran dan perasaan, 

pengalaman atau harapan. Faktor ini juga sangat penting dalam 

pelaksanaan suatu kebijakan, sebab mampu menghubungkan antara 

masyarakat dengan pemerintah. Melalui komunikasi bisa diidentifikasi 

tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu kebijakan berjalan 

efisien, serta para pembuat kebijakan dan implementor dapat menilai 

apakah implementasi kebijakan sudah efektif berjalan. 

3. Faktor Disposisi 

Faktor ini sebagai sikap dari pihak para pelaksana dalam 

mengimplementasikan suatu kebijakan, yang demi dapat berlangsung 

secara efektif dan efisien, para implementor belum cukup hanya dengan 

mengetahui yang harus dilaksanakan dan memiliki kapasitas dalam 

menjalankannya, melainkan harus mempunyai kehendak atau intensi yang 

kuat untuk mengimplementasikannya. 

4. Faktor Struktur Birokrasi 

Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan 

tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan 

dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, 

kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau realisasi 

karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kerjasama semua 

pihak sangat dibutuhkan mengingat begitu kompleksnya proses 
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implementasi suatu kebijakan. Birokrasi sebagai salah satu pilar pelaksana 

harus mampu menyangga kebijakan yang diambil secara politis melalui 

adanya kerja sama dengan sebaik mungkin. 

2.3 Kebijakan Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank 

Sampah. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan 

Strategi Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Daerah Kota 

Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan. Peraturan 

Walikota Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota 

Medan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga (Hasibuan et al., 2023). 

Kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia mengacu pada Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam pengelolaan 

sampah, kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, 

Pemerintah Daerah, juga karena peran masyarakat dan dunia usaha agar 

pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara proporsional, efektif dan efisien 

(Kurniawan & Santoso, 2020). 

Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

dinyatakan sebagai usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan 

berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian yaitu pengurangan dan 
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penanganan sampah. Berdasarkan undang-undang ini pula diketahui sampah yang 

dikelola adalah sampah yang digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu sampah 

rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga maupun sampah spesifik (Sucipto, 

2012). 

Berdasarkan pada pengertian pengelolaan sampah pada Pasal 1 point 5, 

dapat dipahami bahwa pengelolaan sampah adalah semua kegiatan dan usaha-

usaha yang dilakukan dan dilaksanakan dalam rangka memperlakukan dan 

menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Kegiatan 

di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, 

pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir 

(Purwendah et al., 2022). 

Pengelolaan sampah dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan–kegiatan berikut: 

1 Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah 

sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar dan lainnya), mengguna 

ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan dan daur 

ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan.  

2 Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang 

mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut 

jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber 

sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan 

(kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atua tempat pengolahan 

sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, 
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karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan 

atau dikembalikan alam dan pemprosesan aktif kegiatan pengolahan 

sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan 

ke media lingkungan.  

Ada beberapa metode dalam pengelolaan sampah yang dikenal dengan 

3RC yaitu: 

1 Reduce (mengurangi sampah) berarti mengurangi segala sesuatu yang 

mengakibatkan sampah. Reduksi atau disebut juga mengurangi sampah 

merupakan langkah pertama untuk mencegah penimbunan sampah di TPA. 

Reduksi (mengurangi sampah) dapat dilakukan beberapa proses yaitu 

Reduksi volume sampah secara mekanik, Reduksi volume sampah secara 

pembakaran dan Reduksi sampah secara kimiawi (Suryono & 

Budiman,2010).  

2 Reuse (mengunakan kembali) yaitu pemanfaatan kembali sampah secara 

langsung tanpa melalui proses daur ulang (Suryono & Budiman, 2019). 

Syarat reuse adalah barang yang digunakan kembali bukan barang yang 

disposable (Sekali pakai, buang), barang yang dipergunakan kembali 

merupakan barang yang lebih tahan lama, hal ini dapat memperpanjang 

waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah dan sampah plastik 

yang digunakan bukan berupa kemasan makanan, tidak direkomendasikan 

untuk dipergunakan kembali karena risiko zat plastik yang berdifusi 

kedalam makanan (Sejati, 2015). 
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3 Recycling (mendaur ulang) adalah pemanfaatan bahan buangan untuk 

diproses kembali menjadi barang yang sama atau menjadi bentuk lain 

(Suryono & Budiman, 2019). Recycling ialah pemanfaatan kembali 

sampah-sampah yang masih dapat diolah. Material yang dapat didaur 

ulang diantaranya (Purwendro & Nurhidayat, 2006): 

a. Botol bekas wadah kecap, saos, sirup, krim kopi baik yang putih 

bening maupun yang berwarna terutama gelas atau kaca yang tebal.  

b. Kertas, terutama kertas bekas kantor, koran, majalah, dan kardus.  

c. Logam bekas wadah minuman ringan, bekas kemasan kue, rangka 

meja, besi rangka beton.  

d. Plastik bekas wadah sampo, air mineral, jeringen, ember. 

Peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah dibentuk di berbagai 

daerah atau kota sebagai upaya mendukung dan merealisasikan Undang-Undang 

No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini memberikan 

amanat kepada pemerintah daerah atau kota untuk mengelola sampah di 

wilayahnya masing-masing sesuai kewenangan yang diberikan. Di Kota Medan 

amanat tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahanyang menyatakan Walikota Medan 

Menimbang:  

1 Bahwa untuk mewujudkan Kota Medan yang bersih serta bebas dari 

sampah, perlu usaha untuk merubah perilaku masyarakat dalam bentuk 

kesadaran dalam menjaga lingkungan yang sehat 
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2 Bahwa dengan meningkatkan jumlah penduduk Kota Medan setiap 

tahunya yang berdampak kepada peningkatan jumlah, jenis dan 

karakteristik sampah yang berakibat atas terjadinya penumpukan sampah, 

sehingga perlu dilakukan penataan dalam pengelolaan persampahan 

3 Bahwa agar tidak terjadi penumpukan sampah, Pemerintah Kota Medan 

perlu menyediakan tempat pengelolaan persampahan terpadu sebagai 

tempat pembuangan akhir sampah yang berwawasan lingkungan, serta 

menjadikan sebagai sumber daya melalui teknologi tepat guna 

4 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a,b,c,d, perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pengelolaan 

Persampahan.  

Peraturan tersebut secara tertulis telah merujuk dengan jelas pada 

pertimbangan Undang-Undang yang berlaku. Namun, implementasi peraturan 

daerah tentang pengelolaan persampahan secara nyata masih belum sepenuhnya 

dilaksanakan secara efektif. 

Kota Medan menunjukkan komitmen dalam pengelolaan sampah melalui 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 

Persampahan, yang bertujuan mengantisipasi permasalahan persampahan yang 

semakin kompleks. Peraturan ini menetapkan larangan bagi individu maupun 

badan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 yang meliputi membuang 

sampah sembarangan, menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin dari 

Wali Kota, serta menimbun, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali sampah 

yang dapat merusak lingkungan. Untuk menjamin kepatuhan, Perda ini juga 
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mengatur sanksi dalam Pasal 35, yaitu setiap individu yang melanggar dapat 

dikenakan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga 

Rp10.000.000,00, sedangkan badan hukum dapat dikenakan pidana kurungan 

maksimal 6 bulan atau denda hingga Rp50.000.000,00. Tindak pidana ini 

dikategorikan sebagai pelanggaran. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah 

berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mewujudkan pengelolaan 

sampah yang lebih efektif guna menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di 

Kota Medan. 

2.4 Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur secara tegas dalam 

Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 yang menyatakan 

bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan sampah 

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga, pengelolaan sampah bukan 

hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga merupakan kewajiban 

bersama yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Peran serta masyarakat ini 

diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan mengurangi 

dampak negatif sampah terhadap lingkungan. 

Pada Pasal 33 Ayat (2), terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh 

masyarakat dalam mengelola sampah salah satunya adalah memberikan usul, 

pertimbangan, dan saran terkait pengelolaan sampah. Masyarakat diharapkan 

dapat memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang berguna untuk 

pengembangan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih baik. Dengan adanya 

masukan dari masyarakat, pengelolaan sampah dapat disesuaikan dengan kondisi 
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dan kebutuhan yang ada di masyarakat, sehingga hasilnya lebih maksimal dan 

sesuai dengan harapan. 

Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam perumusan kebijakan 

pengelolaan sampah. Sebagai bagian dari pemangku kepentingan, masyarakat 

memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang akan 

berpengaruh langsung pada kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat dalam 

perumusan kebijakan pengelolaan sampah penting agar kebijakan yang diambil 

dapat mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan mempertimbangkan 

berbagai faktor, termasuk dampak lingkungan dan kesehatan publik. 

Peran serta masyarakat juga berfungsi dalam penyelesaian sengketa 

persampahan. Apabila terdapat permasalahan atau sengketa terkait pengelolaan 

sampah, masyarakat dapat memberikan saran dan pendapat untuk mencari solusi 

yang terbaik. Karena masyarakat lebih dekat dengan kondisi lapangan, mereka 

dapat memberikan pandangan yang lebih konkret dan praktis dalam 

menyelesaikan sengketa yang terjadi, sehingga solusi yang dihasilkan lebih sesuai 

dengan realitas di lapangan. 

Terakhir, dalam ayat (3) Pasal 33, dijelaskan bahwa Peraturan Walikota 

akan mengatur lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat 

dalam pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peran 

masyarakat sudah diatur dalam perda, implementasinya memerlukan pedoman 

yang lebih rinci. Dengan adanya peraturan lebih lanjut, masyarakat dapat lebih 

memahami hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan sampah serta 
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mengetahui cara-cara yang dapat dilakukan untuk berpartisipasi secara efektif 

dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. 

Peran masyarakat sangat bergantung pada pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya mengelola sampah dan menciptakan lingkungan yang bebas sampah. 

Selain itu, kemauan masyarakat untuk mengelola sampah dan menciptakan 

lingkungan yang bebas sampah sangat bergantung pada pendapatan mereka. Peran 

masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu kesadaran masyarakat, reduksi 

penggunaan plastik, pengelolaan sampah yang tepat dan inisiatif masyarakat untuk 

mengatasi masalah sampah plastik, serta pemanfaatan sampah plastik yang dapat 

bernilai ekonomi (Murni et al., 2023). 

Pentingnya peran masyarakat yaitu dapat memperoleh informasi tentang 

kondisi lingkungan, kebutuhan dan sikap masyarakat yang sebenarnya. Peran 

masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dalam bentuk pikiran, 

tenaga, keahlian, barang, dan jasa. Masyarakat merupakan subjek utama dalam 

pembangunan kehutanan sebagai kawasan konservasi, sehingga masyarakat akan 

mulai aktif merencanakan kegiatan penyuluhan, melaksanakan kegiatan 

pengelolaan kawasan hingga monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan 

konservasi (Sukirno, 2013: 24). 

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang 

dimana individu atau kelompok dalam mengelola sampah yang merupakan 

tanggung jawab bagi diri sendiri maupun orang lain demi mengurangi volume 

sampah dari kegiatan sehari hari rumah tangga untuk menjaga lingkungan sekitar 

agar tetap bersih (Abrianto & Indraswari, 2024). 
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Peran masyarakat sendiri bisa memotivasi masyarakat lainnya yang belum 

ikut serta dan masyarakat mau mengadakan pelatihan dan workshop tentang 

teknik pemilahan sampah, pengolahan sampah organik dan cara menggunakan 

bank sampah secara efektif. Ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan 

keterampilan penduduk dalam mengelola sampah mereka, bank sampah memberi 

wadah bagi masyarakat, Contoh adanya kegiatan daur ulang hasil dari memilah 

sampah itu bisa dibuat kerajinan atau pupuk kompos. Dengan adanya kegiatan 

positif masyarakat sendiri bisa melakukan ini dirumah untuk mengajarkan kepada 

anak kerajinan yang unik dan menarik, dan pengelola mendorong partisipasi aktif 

penduduk dalam pengelolaan bank sampah, baik sebagai anggota komite bank 

sampah maupun sebagai peserta yang secara rutin menyumbangkan sampah 

mereka. Memberikan insentif atau penghargaan untuk kontribusi mereka dapat 

meningkatkan motivasi partisipasi (Ghifari et al., 2024). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Metode Penelitian berhubungan erat dengan 

prosedur, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian 

harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Prosedur, teknik, serta alat 

yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang 

ditetapkan (Sugiyono, 2022:2) 

Metode penelitian adalah cara sistematis yang dilakukan peneliti untuk 

mendapatkan kebenaran dari suatu fenomena. Metode penelitian dilakukan dengan 

menggunakan pikiran secara seksama, dan didukung oleh data faktual sebagai 

bukti konkret. Berdasarkan pengertian tersebut adapun metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut(Ghozali, 2018:1): 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode kualitatif merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk 

memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya dilihat 

dari sudut pandang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Metode 

kualitatif umumnya dilakukan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah (Moleong, 2019:6). 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, penelitian ini banyak digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti 
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bertugas sebagai perangkat utama, pengambilan sampel sumber data dilakukan 

secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna atau temuan dari fenomena tersebut daripada 

generalisasi secara umum (Sugiyono, 2022: 9). 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang peran masyarakat dalam 

pengelolaan sampah dilakukan, termasuk hambatan yang dihadapi dan upaya yang 

dilakukan untuk mengatasinya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat 

menggambarkan proses implementasi peraturan secara rinci dengan 

mengumpulkan data dari wawancara, observasi dan analisis dokumen yang 

melibatkan perspektif masyarakat dan pemerintah. Pendekatan deskriptif 

membantu menampilkan gambaran nyata tentang efektivitas peran serta 

masyarakat, kendala dalam pelaksanaan dan langkah-langkah perbaikan yang 

telah diupayakan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif 

mengenai dinamika pengelolaan sampah di Kota Medan. 

3.2 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian ini difokuskan pada implementasi Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 terkait peran masyarakat dalam 

pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan 

kebijakan tersebut di lapangan, dengan memperhatikan tingkat keterlibatan 
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masyarakat dalam praktik pengelolaan sampah, termasuk di dalamnya pemilahan 

dan pengumpulan sampah serta kesadaran akan kebersihan lingkungan.  

Dalam kerangka ini, aspek keterlibatan masyarakat diukur untuk 

mengetahui seberapa besar masyarakat mengikuti aturan dan program yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi 

berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan, seperti kurangnya 

fasilitas, edukasi yang memadai, atau tantangan dalam partisipasi masyarakat yang 

aktif. Selanjutnya, penelitian ini akan mengevaluasi dampak dari implementasi 

kebijakan terhadap kondisi lingkungan dan kebersihan di Kota Medan.  

Fokusnya adalah untuk menentukan apakah terdapat perubahan signifikan 

dalam pengelolaan sampah, terutama dalam hal pengurangan volume sampah 

yang tidak terkelola dan peningkatan kesadaran serta perilaku masyarakat terkait 

dengan kebersihan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 

komprehensif mengenai dinamika pengelolaan sampah dan menghasilkan 

rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang. 

Dengan demikian, kerangka konsep ini menyajikan hubungan yang jelas antara 

perencanaan, penerapan peraturan daerah, serta keterlibatan masyarakat dalam 

menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan di Kota Medan. 
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Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

3.3 Definisi Konsep 

Definisi konsep dalam penelitian merujuk pada penjelasan atau pengertian 

yang jelas dan spesifik mengenai istilah atau variabel yang digunakan dalam suatu 

penelitian. Konsep ini membantu untuk memberikan pemahaman yang lebih 

terperinci tentang elemen-elemen yang akan dianalisis dalam penelitian, serta 

batasan-batasan yang terkait dengan masing-masing konsep tersebut. 

1 Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan dalam suatu keputusan (Mulyadi, 2015: 12). 

2 Peran Masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai carayaitu dalam 

bentuk pikiran, tenaga, keahlian, barang dan jasa (Sukirno, 2013). 

3 Pengelolaan Sampah, adalah semua kegiatan dan usaha-usaha yang 

dilakukan dan dilaksanakan dalam rangka memperlakukan dan menangani 

Peran Masyarakat 

Pemerintah 

Masyarakat 

Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 

 
Penerapan Perencanaan Dampak 

Penyelenggaraan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 

dalam pengelolaan sampah 
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sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir (Purwendah 

et al., 2022). 

4 Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah menurut Peraturan Daerah 

Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015, Bab XIV Pasal 23 masyarakat 

memiliki hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan persampahan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah.  

3.4 Kategorisasi 

Kategorisasi merupakan penyusunan berdasarkan kategori atau 

penggolongan dengan maksud untuk mengukur suatu variabel dalam suatu 

penelitian, sehingga dapat diketahui dengan jelas hubungan antara subjek dengan 

objek yang diteliti. Kategorisasi dalam penelitian ini menerapkan menurut George 

C. Edward III,diantaranya: 

1 Adanya sumber daya manusia yang memahami tentang pengelolaan 

persampahan 

2 Adanya komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan  

3 Adanya disposisi dalam pengelolaan persampahan  

4 Adanya struktur birokrasi dalam rmengimplementasikan kebijakan 

3.5 Informan atau Narasumber 

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. 

Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga 

(organisasi), yang sifat keadaanya diteliti (Sukandarrumidi, 2022: 65). Adapun 

informan dalam penelitian ini yaitu informan kunci, informan utama dan informan 

pendukung yang berjumlah 5 orang. Berikut adalah informan dalam penelitian ini: 
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Tabel 1 1 Informan Penelitian 

No. Jenis Informan Informan Jumlah 

1. Informan Utama a. Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Kota 

Medan 

b. Kabid Pengelolaan 

Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup 

c. Pegawai Badan 

Lingkungan Hidup Kota 

Medan 

3 Orang 

2. Informan Pendukung Masyarakat 1 Orang 

Total 4 Orang 
Sumber: Diolah Oleh Peneliti 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1 Observasi 

Observasi merupakan teknik pengolahan data yang mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain (Sugiyono, 2019: 154). 

2 Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu (Sugiyono, 2019: 154).Teknik wawancara memberikan kesempatan untuk 

menggali informasi lebih mendalam dari para pemangku kepentingan, seperti 

pejabat dinas kebersihan, pihak swasta, atau komunitas lokal.  

Wawancara dilakukan dengan terstruktur sehingga memungkinkan peneliti 

mendapatkan informasi yang terarah mengenai strategi dan langkah pemerintah 

Kota Medan dalam menerapkan Peraturan Daerah terkait pengelolaan sampah. 

Panduan wawancara yang disiapkan sebelumnya membantu peneliti mengajukan 

pertanyaan yang spesifik. Pertanyaan diarahkan untuk memahami metode 
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perencanaan, identifikasi kebutuhan sumber daya, serta bentuk kolaborasi antara 

pemerintah dan pihak lain dalam penerapan kebijakan ini. 

3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya–karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan dan 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa 

dan lain sebagainya (Sugiyono, 2019: 154). 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan bahan-bahan lain 

yang relevan sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada khalayak umum (Sugiyono, 2019: 246). Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1 Reduksi Data 

Tujuan dari reduksi data adalah untuk memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti dalam melanjutkan proses pengumpulan data. 

Dalam tahap ini, hasil wawancara akan diseleksi dengan menghubungkan jawaban 

yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan. Kemudian, data yang telah dipilih 

dan disusun ini akan menjadi bahan utama untuk analisis dan penarikan 

kesimpulan dalam penelitian. 
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2 Penyajian Data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Penyajian data akan disajikan secara naratif terkait dengan pengelolaan sampah di 

Kota Medan, khususnya dalam konteks implementasi Peraturan Daerah No. 6 

Tahun 2015. Peneliti akan menguraikan temuan-temuan mengenai penerapan 

kebijakan tersebut serta menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara dan 

observasi untuk dianalisis lebih lanjut. 

3 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data dianalisis. Kesimpulan 

dalam penelitian ini diambil untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu 

mengenai bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan tentang peran 

masyarakat dalam pengelolaan sampah. Peneliti akan menilai kesesuaian 

implementasi kebijakan di lapangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan atau hambatan dalam penerapannya. Kesimpulan ini akan menjadi 

dasar untuk memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam 

meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Medan. 

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian 

3.8.1 Waktu Penelitian 

Adapun waktu bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu mulai 

dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 sampai selesai.Adapun rincian kegiatan 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

No Jenis 

Okt 

2024 

Nov 

2024 

Jan 

2024 

Feb 

2025 

Mar 

2025 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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1 
Pengajuan 

Judul 
                   

2 
Penyusunan 

Proposal 
                   

3 
Bimbingan 

Proposal 
                   

4 
Seminar 

Proposal 
                   

5 

Revisi Pra 

Seminar 

Proposal 

                   

6 
Penusunan 

Skripsi 
                   

7 
Bimbingan 

Skripsi 
                   

8 
Sidang Meja 

Hijau 
                   

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 

3.8.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Medan yang beralamat di Jl. Pinang Baris No.114, Lalang, Kec. Medan Sunggal, 

Kota Medan, Sumatera Utara 20127 

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

3.9.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan  

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukannya 

adalah sebagai Sataun Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur 

pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan 

berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah. 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan merupakan lembaga yang 

memiliki tugas pokok terkait pengendalian dan penanggulangan dampak 
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lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan serta peningkatan kualitas 

lingkungan hidup kota. Secara garis besar, fungsi strategis yang diemban adalah 

untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai penyelenggara 

pembangunan di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa Indikator Kinerja 

Utama sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 48 Tahun 2011 tentang 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Adapun yang 

menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Medan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan, yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban 

dan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup, baik 

untuk saat sekarang ini dan kelangsungannya dimasa yang akan datang (Pemko 

Medan, 2017) 
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Gambar 3.2 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan 

tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan 

program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Dinas 

mempunyai fungsi : 

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang lingkungan 

Hidup; 

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang lingkungan hidup; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup; 

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang lingkungan 

hidup; 

5. Pengelolaan UPT; dan 
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6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya. 

3.9.2 Visi, Misi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Medan 

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sesuai dengan Visi Walikota 

Medan adalah : “Menjadi Kota Masa Depan yang multikultural, Berdaya Saing, 

Humanis, Sejahtera dan Religius”. 

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah : ”Mewujudkan Tata 

Ruang Kota yang Konsisten Serta Didukung Ketersediaan Infrastruktur dan 

Utilitas Kota yang Semakin Modern Serta Berkelanjutan” 

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

2. Meningkatkan Pemahaman dan Aksesibilitas Masyarakat Dalam 

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 

3. Meningkatkan Perlindungan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup. 

Sasaran dari Tujuan I  

Meningkatkan Pemantauan, Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Pencemaran Lingkungan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup 

Sasaran dari Tujuan III  

Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan sumber daya alam dan 

ruang terbuka hijau  
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Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Medan dengan memperhatikan Visi, Misi dan keterkaitan antara Visi, Misi 

Walikota Medan dan Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan serta 

permasalahan Pembangunan di daerah. 

Sesuai dengan Perda Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan 

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi,Dan Tata Kerja Perangkat Daerah DLH Kota Medan yaitu sebagai berikut 

(Pemko Medan Dinas Lingkungan Hidup, 2018): 

1. Kepala Dinas;  

2. Sekretaris, membawakan:  

a. Kepala subbagian perlengkapan dan umum;  

b. Kepala subbagian keuangan; dan  

c. Kepala subbagian penyusunan program.  

3. Kepala bidang Tata Kelola Lingkungan membawahkan:  

a. Kepala seksi perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup;  

b. Kepala seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ; dan  

c. Kepala seksi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan 

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.  
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4. Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, 

membawakan :  

a. Kepala seksi pengendalian pencemaran air dan tanah;  

b. Kepala seksi pengendalian pencemaran udara; dan  

c. Kepala seksi pengendalian Bahan Bahaya Beracun dan Limbah Bahan 

Bahaya Beracun. 

5. Kepala bidang penegakan hukum lingkungan, membawakan:  

a. Kepala seksi pengawasan lingkungan hidup; 

b. Kepala seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa; dan  

c. Kepala seksi penerapan sanksi administratif.  

6. Kepala bidang sumber daya alam dan kemitraan lingkungan, 

membawahkan:  

a. Kepala seksi sumber daya alam dan keenergian sumber daya mineral; 

b. Kepala seksi bina komunitas dan jejaring informasi; dan  

c. Kepala seksi konservasi dan kehutanan.  
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7. UPT; dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. 

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 

Sumber: Pemko Medan Dinas Lingkungan Hidup, (2018)
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Penyajian Data  

Bab ini membahas dan menyajikan data hasil penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung 

dengan sejumlah narasumber untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai 

“Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peran 

Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Medan”. Informasi yang 

dikumpulkan kemudian dianalisis dan dijadikan dasar dalam penarikan 

kesimpulan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari lima orang, yaitu satu 

orang narasumber kunci dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, dua 

orang narasumber utama dari Dinas Kebersihan Kota Medan, dan satu orang 

narasumber pendukung dari kalangan masyarakat. 

Untuk mendukung perolehan data, selain menggunakan data primer, 

peneliti juga memanfaatkan data sekunder yang sangat membantu dalam 

menjelaskan dan memperkuat hasil wawancara. Pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran 

yang lebih menyeluruh mengenai prosedur yang dijalankan oleh pihak-pihak 

terkait dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah. 
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4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para 

narasumber, maka dapat dianalisa berbagai jawaban narasumber sehingga dapat 

diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 

4.1.2.1 Adanya Sumber Daya Manusia Yang Memahami Tentang 

Pengelolaan Persampahan 

Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan persampahan membutuhkan 

tindakan nyata agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan seluruh 

proses, mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga pembuangan akhir, dapat 

berjalan dengan lancar. Keberadaan sumber daya manusia yang memahami dan 

memiliki kompetensi di bidang pengelolaan sampah menjadi faktor penting dalam 

mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak SP selaku Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Medan, pada hari Senin tanggal 14 April 2025. Beliau 

menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan persampahan 

memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan 

kebijakan pengelolaan sampah. Beliau mengungkapkan bahwa tenaga kerja yang 

dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup berasal dari berbagai latar belakang. Untuk 

petugas yang menangani aspek teknis dan administratif, umumnya memiliki latar 

belakang pendidikan di bidang lingkungan maupun kesehatan. Namun, bagi 

petugas kebersihan di lapangan, mereka lebih banyak dibekali dengan pelatihan 

secara langsung di lokasi kerja agar dapat memahami prosedur dan tugas-tugas 

yang harus dijalankan. 
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Untuk memperkuat komunikasi fungsional dan meningkatkan kapasitas 

SDM, beliau juga menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup secara rutin 

menyelenggarakan pelatihan, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan lembaga lainnya. 

Dalam proses pelatihan ini, komunikasi dilakukan dalam bentuk penyuluhan 

langsung, diskusi kelompok, dan simulasi praktek 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di 

lapangan. Materi pelatihan dikomunikasikan tidak hanya kepada petugas teknis 

tetapi juga kepada staf administratif dan pengawas lapangan, agar terjadi 

pemahaman yang merata. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak BH selaku Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup pada hari Senin tanggal 14 April 

2025. Beliau menyatakan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan sampah lebih 

ditentukan oleh pola pikir yang dimiliki oleh para petugas dibandingkan dengan 

latar belakang pendidikan formal mereka. Menurutnya, meskipun pendidikan 

formal penting, yang lebih mendesak adalah perubahan pola pikir yang benar 

mengenai pengelolaan sampah. Fokus utama, menurut BH, adalah membentuk 

mindset yang tepat agar setiap petugas dapat memahami dengan baik pentingnya 

pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. 

Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa pelatihan secara berkala telah 

rutin dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup guna meningkatkan kapasitas dan 

pengetahuan para petugas kebersihan. Pelatihan ini mencakup aspek teknis dan 

regulatif terkait pengelolaan sampah agar para petugas dapat menjalankan tugas 

dengan lebih efektif. Terkait dengan kendala dalam penyediaan tenaga kerja yang 
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memahami pengelolaan sampah, Beliau menyatakan bahwa tidak terdapat kendala 

besar, namun memang dibutuhkan waktu bagi tenaga kerja baru untuk 

beradaptasi. Secara umum, proses penyesuaian berjalan baik dan para petugas 

mampu mengikuti pelatihan yang diberikan. 

Berdasarkan wawancara pada Rabu, 16 April 2025, dengan Eva, seorang 

Asisten Rumah Tangga (ART), beliau menyampaikan bahwa tantangan utama 

dalam pengelolaan sampah adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai 

pentingnya pengelolaan sampah secara rutin. Menurutnya, masih banyak 

masyarakat yang belum menyadari bahwa pengelolaan sampah bukan hanya 

sekadar membuang sampah sesekali, tetapi merupakan aktivitas berkelanjutan 

yang harus dilakukan secara konsisten. 

Eva juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

memisahkan sampah, baik organik maupun non-organik. Masih banyak warga 

yang membuang sampah sembarangan atau mencampur jenis sampah yang 

seharusnya dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan sosialisasi 

mengenai pengelolaan sampah sangat dibutuhkan agar masyarakat lebih 

memahami dampak buruk dari perilaku tersebut terhadap lingkungan. 

Adapun untuk mengatasi permasalahan ini, Eva menyatakan bahwa 

pihaknya secara rutin mengimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap 

pengelolaan sampah. Melalui pengingat dan ajakan yang disampaikan secara 

berkala, diharapkan masyarakat mulai memahami pentingnya memilah dan 

membuang sampah dengan benar. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak AS selaku 

Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Medan pada Senin, 14 Mei 2025, 

diketahui bahwa sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan 

persampahan di Kota Medan memiliki kualifikasi yang cukup memadai. 

Meskipun latar belakang pendidikan tetap diperhatikan, namun fokus utama saat 

ini adalah pada perubahan pola pikir para petugas agar memiliki kesadaran dan 

tanggung jawab dalam menjalankan praktik pengelolaan sampah yang baik. 

Dalam mendukung hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup secara rutin 

mengadakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang mencakup 

pemahaman terhadap regulasi dan penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan 

sampah.  

Pelatihan ini menjadi strategi penting untuk memastikan para petugas 

selalu mendapatkan pembaruan informasi serta keterampilan yang relevan dengan 

kebutuhan lapangan. Terkait kendala, Beliau menyampaikan bahwa tidak terdapat 

kendala besar dalam penyediaan tenaga kerja, hanya saja perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan baru melalui proses sosialisasi. Sebagai 

bentuk keseriusan dalam peningkatan kapasitas SDM, pihak Dinas secara aktif 

melibatkan tenaga kerja dalam berbagai seminar dan workshop, agar mereka terus 

berkembang dan mampu memberikan kontribusi optimal dalam pengelolaan 

persampahan di Kota Medan. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber, dapat 

disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 

2015 tentang peran masyarakat dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya 
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berjalan optimal. Keberhasilan pengelolaan persampahan sangat bergantung pada 

kualitas sumber daya manusia yang terlibat, baik dari aspek kompetensi teknis 

maupun pola pikir dalam menjalankan tugas. Pelatihan dan peningkatan kapasitas 

secara berkala diperlukan agar SDM memahami regulasi dan dapat menerapkan 

praktik pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan. Meskipun ketersediaan 

tenaga kerja tidak menjadi kendala utama, adaptasi terhadap kebijakan baru 

memerlukan waktu serta sosialisasi yang berkelanjutan. 

Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mendukung 

keberhasilan implementasi perda, khususnya dalam upaya pemilahan sampah dari 

sumbernya. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi masih 

menjadi tantangan, sehingga diperlukan strategi pendekatan yang efektif untuk 

meningkatkan keterlibatan mereka. Dengan demikian, sinergi antara SDM yang 

kompeten dan masyarakat yang sadar lingkungan merupakan faktor utama dalam 

mendukung implementasi perda secara efektif dan berkelanjutan di Kota Medan. 

4.1.2.2 Adanya Komunikasi yang Dilakukan dalam Pengelolaan 

Persampahan 

Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan persampahan di Kota 

Medan, khususnya terkait Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015, 

membutuhkan unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan berjalan dengan 

baik. Unsur pelaksana ini berperan penting dalam menjalin komunikasi yang 

efektif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya demi kesuksesan 

kebijakan pengelolaan sampah. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak SP, selaku Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Medan pada hari Senin tanggal 14 April 2025., 

menjelaskan bahwa koordinasi rutin dilakukan dengan Dinas Kebersihan serta 

melibatkan masyarakat melalui lurah, kepala lingkungan, dan komunitas peduli 

sampah. Informasi mengenai pengelolaan sampah disampaikan secara langsung di 

lapangan maupun melalui grup WhatsApp atau media sosial untuk mempercepat 

respons, terutama dalam penanganan sampah harian.  

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga sering mengadakan sosialisasi, 

diskusi lingkungan, dan forum warga sebagai sarana untuk menyampaikan 

keluhan atau ide dari masyarakat terkait pengelolaan sampah. Program-program 

seperti bank sampah dan gotong royong bersih-bersih turut melibatkan partisipasi 

masyarakat secara aktif. SP menekankan pentingnya peran media sosial, website 

resmi, aplikasi pelaporan sampah, serta media massa seperti radio dan TV lokal 

dalam mendukung kampanye edukasi mengenai pemilahan dan pengurangan 

sampah. Meskipun efektivitas komunikasi sudah mulai terlihat dengan tumbuhnya 

kesadaran masyarakat, SP mengakui bahwa tantangan terbesar adalah mengubah 

perilaku masyarakat, sehingga komunikasi ini perlu dilakukan secara 

berkelanjutan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak BH selaku Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup pada hari Senin tanggal 14 April 

2025. Beliau mengungkapkan bahwa sosialisasi, pertemuan, dan rapat rutin antara 

Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, dan masyarakat digunakan untuk 

memastikan bahwa semua pihak terinformasi dengan baik. Forum OPD menjadi 
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salah satu wadah komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat 

untuk membahas masalah-masalah terkait pengelolaan sampah. BH juga 

menyoroti pentingnya media dan teknologi dalam mendukung sosialisasi 

kebijakan dan edukasi mengenai pengelolaan sampah, yang kini semakin mudah 

diakses melalui media sosial, televisi, dan platform digital lainnya. Menurutnya, 

kampanye lingkungan yang dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi ini 

cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

pengelolaan sampah yang baik. 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AS, yang menjabat 

sebagai pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Medan, pada hari Senin, 14 April 

2025, beliau menyampaikan bahwa sosialisasi langsung, rapat koordinasi, dan 

komunikasi lintas OPD merupakan mekanisme yang digunakan untuk 

menyebarkan informasi mengenai pengelolaan sampah. Forum musrenbang dan 

pertemuan warga yang melibatkan kelurahan dan kecamatan juga menjadi sarana 

efektif dalam menjangkau masyarakat. Menurut beliau, media sosial dan aplikasi 

digital sangat membantu dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada 

masyarakat. Meskipun antusiasme masyarakat dalam kegiatan kebersihan cukup 

baik, beliau menambahkan bahwa masih ada kebutuhan untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam program-program kebersihan ini. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eva, seorang Asisten Rumah 

Tangga (ART) pada hari Rabu, 16 April 2025, beliau menyampaikan bahwa 

komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan 

persampahan bersifat terbatas pada tingkat kelurahan. Selain itu, hingga saat ini 
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belum terdapat wadah atau forum diskusi yang spesifik antara masyarakat dan 

pemerintah untuk membahas permasalahan sampah secara lebih mendalam. 

Dalam menanggapi keluhan atau saran dari masyarakat terkait pengelolaan 

sampah, pemerintah memanfaatkan Bestari sebagai sarana komunikasi yang 

menghubungkan masyarakat dengan pihak berwenang. Menurut Ibu Eva, 

informasi dan edukasi yang disampaikan pemerintah mengenai kebijakan 

pengelolaan sampah sudah cukup jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa komunikasi dalam pengelolaan persampahan di Kota 

Medan telah dilaksanakan melalui berbagai saluran dan mekanisme, baik secara 

langsung melalui sosialisasi, rapat koordinasi, maupun secara digital melalui 

media sosial dan aplikasi pelaporan. Meskipun telah terjadi peningkatan kesadaran 

masyarakat, komunikasi tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam 

membangun partisipasi masyarakat secara menyeluruh dan menciptakan forum 

diskusi yang lebih spesifik antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas 

permasalahan persampahan secara mendalam.  

4.1.2.3 Adanya Disposisi dalam Pengelolaan Persampahan 

Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan persampahan membutuhkan 

adanya disposisi yang jelas agar setiap keputusan dan tindakan yang diambil 

dalam proses pengelolaan sampah dapat terlaksana secara efektif dan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Disposisi berperan penting sebagai pedoman atau 

arahan dari pihak berwenang, baik di tingkat pemerintah kota, dinas terkait, 

maupun lembaga pelaksana lainnya, guna memastikan seluruh tahapan 



50 

 

pengelolaan mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga proses akhir berjalan 

terarah dan sistematis. Keberadaan disposisi ini menjadi instrumen penting dalam 

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan serta menindaklanjuti permasalahan 

yang muncul di lapangan secara cepat dan tepat. 

Adapun dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah, 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah menjalankan Perda No. 6 Tahun 2015 

dengan komitmen penuh. Arahan resmi atau disposisi dari pimpinan menjadi 

instrumen penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara 

terstruktur di lapangan. Instruksi tersebut diteruskan hingga ke tingkat kecamatan 

dan kelurahan, mencakup hampir seluruh wilayah Kota Medan, meskipun 

pelaksanaannya masih dalam tahap penguatan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak SP, selaku Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Medan pada hari Senin tanggal 14 April 2025., 

menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi mulai diterapkan, seperti aplikasi 

pelaporan dan pemantauan armada dengan GPS, serta upaya mendorong 

pemilahan sampah sejak dari sumber di Tempat Pembuangan Sampah (TPS). 

Dengan adanya tim yang rutin turun ke lapangan dan melibatkan Satpol PP dalam 

penindakan pelanggaran, pengawasan terhadap pengelolaan sampah semakin 

ketat. Laporan dari masyarakat juga sangat membantu proses pengawasan dan 

penegakan aturan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak BH selaku Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup pada hari Senin tanggal 14 April 

2025. Beliau turut menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan sampah telah 
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diimplementasikan secara luas di seluruh Kota Medan, dengan upaya pemerintah 

daerah yang terus mengembangkan struktur dan teknologi yang ramah 

lingkungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemilahan dan 

pengangkutan sampah, yang juga turut memperkuat upaya pelaksanaan kebijakan 

tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eva, seorang Asisten Rumah 

Tangga (ART) pada hari Rabu, 16 April 2025, beliau menyampaikan bahwa 

pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di masyarakat masih menghadapi 

berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kepedulian 

masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. 

Masyarakat dinilai belum menjalankan kebijakan secara konsisten. Selain itu, 

hingga saat ini belum ada bentuk apresiasi atau insentif dari pemerintah bagi 

warga yang aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah, padahal hal tersebut bisa 

menjadi pemicu motivasi. Ia juga menilai bahwa instruksi dari pemerintah yang 

disampaikan melalui surat edaran atau arahan resmi terkadang tidak tersampaikan 

dengan baik di tingkat warga. Rendahnya tingkat kesadaran menyebabkan aturan 

seperti larangan membuang sampah sembarangan dan kewajiban memilah sampah 

belum diterapkan secara optimal. 

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AS selaku Pegawai 

Badan Lingkungan Hidup Kota Medan ada hari Senin tanggal 14 April 2025. 

Beliau menambahkan bahwa meskipun pengawasan oleh Satpol PP dan 

pemantauan rutin di titik-titik rawan sudah dilakukan, masih diperlukan dorongan 

lebih lanjut melalui himbauan dan sosialisasi agar kebijakan ini dapat diterima 
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dengan baik oleh masyarakat. Di lapangan, meskipun sudah ada yang menerapkan 

pengelolaan sampah dengan benar, masih terdapat sebagian masyarakat yang 

belum patuh. Pada saat kegiatan pemantauan lingkungan dilaksanakan terlihat 

masih adanya ketidakteraturan dalam kepatuhan masyarakat terhadap peraturan 

pengelolaan sampah. Oleh karena itu, masih banyak yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan 

sampah, dengan terus memperkuat komunikasi, edukasi, serta penegakan hukum 

yang konsisten. 

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi Peraturan Daerah Kota 

Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang peran masyarakat dalam pengelolaan 

sampah telah menunjukkan adanya komitmen kuat dari Dinas Lingkungan Hidup. 

Hal ini terlihat dari berbagai upaya seperti disposisi pimpinan, pemanfaatan 

teknologi (termasuk aplikasi pelaporan dan pemantauan armada), serta 

pengawasan yang melibatkan Satpol PP. Namun demikian, tantangan utama yang 

dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sampah. Meskipun edukasi telah dilakukan melalui media sosial dan 

forum warga, serta beberapa masyarakat mulai menunjukkan kepatuhan, sebagian 

besar masih belum terlibat aktif. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi perda belum sepenuhnya 

efektif dan masih memerlukan penguatan melalui sosialisasi berkelanjutan, 

peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta penegakan 

hukum yang lebih tegas. Upaya tersebut penting untuk memastikan partisipasi 
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masyarakat yang lebih luas demi tercapainya pengelolaan sampah yang optimal 

dan berkelanjutan di Kota Medan. 

4.1.2.4 Adanya Struktur Birokrasi dalam Mengimplementasikan Kebijakan 

Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Medan 

membutuhkan struktur birokrasi yang jelas dan fungsional agar seluruh proses 

pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Struktur birokrasi 

ini mencakup pembagian tugas dan wewenang di setiap tingkat pemerintahan, 

mulai dari dinas, kecamatan, hingga kelurahan, yang bertanggung jawab dalam 

menjalankan kebijakan secara terkoordinasi. Keberadaan struktur birokrasi yang 

baik memungkinkan pengelolaan sampah dilakukan secara terorganisir, mulai dari 

pengumpulan, pemilahan, hingga pembuangan akhir, serta memastikan adanya 

koordinasi yang optimal antar instansi terkait guna mendukung tercapainya tujuan 

kebijakan pengelolaan sampah. 

Upaya pengelolaan sampah di Kota Medan, struktur birokrasi yang 

diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan sudah jelas dan 

terorganisir dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak SP, selaku 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pada hari Senin tanggal 14 April 

2025. Beliau menjelaskan bahwa struktur ini dimulai dari kepala dinas, diikuti 

dengan kabid, kasi hingga petugas lapangan, masing-masing dengan tugas pokok 

dan fungsi (tupoksi) yang jelas. Dinas Lingkungan Sampah berfokus pada 

kebijakan, pengawasan dan edukasi terkait pengelolaan sampah, sementara Dinas 

Kebersihan lebih terlibat dalam aspek teknis, seperti pengangkutan dan 

pengelolaan sampah harian di lapangan. Kedua instansi ini berkoordinasi secara 
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rutin dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk 

program dan bantuan, sementara sektor swasta dilibatkan dalam kemitraan, 

terutama dalam pengelolaan sampah dan daur ulang. Walaupun sistem sudah 

berjalan dengan baik, penguatan di lapangan masih diperlukan agar pelaksanaan 

kebijakan lebih maksimal. 

Sejalan dengan itu, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AS selaku 

Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Medan ada hari Senin tanggal 14 April 

2025. Beliau menambahkan bahwa pembagian tupoksi dalam struktur birokrasi ini 

sudah sangat jelas. Setiap bagian memiliki peran dan tanggung jawab yang 

spesifik dalam mendukung pengelolaan sampah di Kota Medan, dengan DLH 

fokus pada kebijakan, pengawasan, dan edukasi, sementara Dinas Kebersihan 

lebih terfokus pada operasional pengelolaan sampah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak BH selaku Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup pada hari Senin tanggal 14 April 

2025. Beliau turut menggarisbawahi bahwa struktur birokrasi yang ada sudah 

cukup terstruktur dan mempermudah pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. 

Kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah dan sektor swasta sangat 

mendukung implementasi Perda No. 6 Tahun 2015 dan setiap pihak bertanggung 

jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ini memastikan bahwa pengelolaan 

sampah di Kota Medan berjalan efektif. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AS selaku Pegawai Badan 

Lingkungan Hidup Kota Medan pada hari Senin, 14 April 2025, beliau 

menjelaskan bahwa struktur birokrasi dalam pengelolaan sampah di Kota Medan 
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sudah diterapkan dengan jelas dan terorganisir. Mulai dari tingkat kepala dinas, 

sekretaris hingga bidang-bidang teknis termasuk bagian pegawai, masing-masing 

memiliki peran yang spesifik dalam mendukung pengelolaan sampah.  

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta 

pun terus dilakukan melalui berbagai rapat, forum dan proyek kolaboratif, 

termasuk melibatkan pihak swasta untuk inovasi, serta pengolahan sampah. Meski 

sistem birokrasi ini sudah cukup efektif dalam mendukung keberhasilan 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015, Bapak AS menambahkan 

bahwa masih diperlukan penguatan di lapangan dan evaluasi terus dilakukan agar 

pelaksanaan perda dapat berjalan secara optimal. 

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, pengelolaan sampah di Kota 

Medan didukung oleh struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir. Tugas dan 

fungsi antar instansi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas 

Kebersihan telah terbagi dengan baik. DLH fokus pada kebijakan, pengawasan 

dan edukasi, sedangkan Dinas Kebersihan menangani operasional teknis di 

lapangan. Koordinasi juga terjalin dengan baik antara pemerintah pusat, daerah 

dan pihak swasta dalam mendukung inovasi pengelolaan sampah. Meskipun 

pelaksanaan kebijakan sudah berjalan cukup efektif dan mendukung implementasi 

Perda Nomor 6 Tahun 2015, evaluasi dan penguatan di lapangan masih diperlukan 

agar pengelolaan sampah berjalan lebih optimal dan selaras dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. 
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4.2 Pembahasan 

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang disahkan, 

memberikan kekuatan untuk kebijakan, tunjangan, program atau hasil yang dapat 

diamati. Model implementasi mengacu pada instrumen khusus yang akan 

digunakan oleh analis kebijakan untuk membimbing, menjelaskan, dan 

mengilustrasikan fakta atau realitas implementasi kebijakan di dunia nyata 

(Wahidi & Meilani, 2024). 

Perilaku membuang sampah secara sembarangan yang masih dilakukan 

oleh sebagian masyarakat, seperti ke wilayah sungai, jalan, selokan, dan tempat-

tempat umum lainnya, memberikan kontribusi besar terhadap kerusakan 

lingkungan di Kota Medan. Penumpukan sampah yang tidak terkendali 

menyebabkan kawasan terlihat kumuh, menciptakan lingkungan yang tidak sehat, 

dan meningkatkan risiko banjir, terutama saat musim hujan tiba. Salah satu daerah 

yang terdampak cukup parah adalah Kecamatan Medan Marelan, yang merupakan 

lokasi salah satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di kota tersebut, sehingga 

wilayah ini juga tidak luput dari bencana banjir (Matondang, 2022). 

Sebagai upaya mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan ini, 

Pemerintah Kota Medan menerbitkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Persampahan. Dalam peraturan tersebut, khususnya pada Pasal 32, 

ditegaskan adanya larangan bagi setiap orang atau badan untuk membuang 

sampah sembarangan, menyelenggarakan pengelolaan persampahan tanpa izin 

dari wali kota, serta melakukan penimbunan, pendaurulangan, dan/atau 

pemanfaatan kembali sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. 
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Bab ini membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur peran masyarakat dalam pengelolaan 

sampah. Implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari beberapa faktor penting 

yang mendukung keberhasilannya, seperti tersedianya sumber daya manusia yang 

memiliki pemahaman mengenai pengelolaan persampahan, adanya komunikasi 

yang efektif antara pihak-pihak terkait, komitmen atau disposisi dari para 

pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan, serta struktur birokrasi 

yang terorganisir untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Pembahasan ini akan menguraikan masing-masing aspek tersebut 

berdasarkan temuan di lapangan. 

4.2.1 Adanya Sumber Daya Manusia yang Memahami Tentang Pengelolaan 

Persampahan 

Sumber daya dalam implementasi adalah hal yang harus dijalankan secara 

cermat, jelas dan terus konsisten. Hal ini diharapkan supaya para pelaksana 

implementasi kebijakan berjalan efektif. Maka dari itu diperlukan dukungan 

sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya Anggaran, dan sarana 

prasarana fasilitas penunjang implementasi kebijakan (Winarno, 2016: 39). 

Sumber daya menjadi unsur krusial dalam menjalankan suatu tujuan yang telah 

ditetapkan. Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan sangat tergantung pada 

ketersediaan sumber daya yang memadai. Tanpa dukungan sumber daya yang 

cukup, implementasi kebijakan akan mengalami hambatan dan kesulitan yang 

signifikan. 
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Oleh karena itu, kebijakan yang baik harus didukung oleh ketersediaan 

sumber daya yang mencukupi dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 

peraturan. Pentingnya sumber daya yang memadai tidak hanya mencakup 

kecukupan secara kuantitatif, tetapi juga penggunaan yang bijaksana dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pembuat dan pelaksana kebijakan 

memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan 

memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam peraturan. Pemilihan dan 

pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan cermat agar kebijakan dapat 

diimplementasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan 

(Sakir, 2023). 

Di Kota Medan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 

akan lebih efektif apabila ditunjang oleh keberadaan sumber daya manusia (SDM) 

yang lengkap dan berkualitas. Kelengkapan SDM mencakup jumlah personel yang 

memadai, kompetensi teknis yang sesuai, serta kesiapan dalam menghadapi 

tantangan di lapangan, khususnya dalam pengelolaan sampah yang melibatkan 

interaksi langsung dengan masyarakat. 

Ketersediaan tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan yang relevan, 

seperti di bidang lingkungan dan kesehatan, sangat mendukung pelaksanaan teknis 

dan administratif pengelolaan sampah. Namun, bagi petugas lapangan, 

kompetensi lebih banyak diperoleh melalui pengalaman langsung dan pelatihan 

praktis di lapangan. Hal ini menandakan pentingnya pendekatan langsung dalam 

membentuk keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam pekerjaan sehari-hari 

(Putri et al., 2022). 
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Peningkatan kapasitas juga terus dilakukan melalui pelatihan rutin yang 

mencakup penyuluhan, diskusi, serta simulasi praktik pengelolaan sampah 

berbasis prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Ini menunjukkan bahwa penguatan 

kompetensi teknis SDM dilakukan secara berkelanjutan guna menjawab tantangan 

di lapangan. Selain kompetensi, pola pikir dan kesadaran petugas menjadi faktor 

penting. Petugas yang memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap 

lingkungan cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, 

aspek mental dan etika kerja menjadi bagian penting dalam kelengkapan SDM, 

bukan semata kemampuan teknis (Ariyani et al., 2020). 

Tenaga kerja baru yang direkrut pun membutuhkan waktu untuk 

menyesuaikan diri dengan sistem kerja yang ada. Proses adaptasi ini 

membutuhkan pendampingan atau mentoring yang cukup agar integrasi ke dalam 

tim kerja dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, efektivitas kebijakan di 

lapangan juga berkaitan erat dengan kemampuan SDM dalam menyampaikan 

informasi secara tepat kepada masyarakat. Meskipun jumlah SDM mencukupi, 

penyesuaian terhadap kebijakan baru tetap menuntut kesiapan dari segi 

komunikasi dan penyebarluasan informasi (Khuzainia & Sulastinia, 2022). 

Interaksi antara SDM dan masyarakat juga menjadi bagian tak terpisahkan. SDM 

tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penghubung 

antara pemerintah dan warga dalam menyampaikan nilai-nilai pentingnya 

pengelolaan sampah. Oleh karena itu, keberadaan SDM yang memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik menjadi sangat krusial. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan pada hasil penelitian 

di atas, maka dapat dianalisis bahwa: 

1. Ketersediaan SDM dengan Latar Belakang yang Relevan 

Sebagian besar petugas teknis dan administratif di Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Medan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, 

seperti di bidang lingkungan dan kesehatan. Hal ini memberikan dasar 

kompetensi yang kuat dalam mendukung tugas teknis dan kebijakan 

pengelolaan sampah. 

2. Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan Rutin 

Pelatihan teknis dan non-teknis dilakukan secara berkala, baik secara 

mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun bekerja sama dengan 

KLHK. Materi pelatihan mencakup praktik 3R, pemahaman regulasi, dan 

simulasi di lapangan, yang membantu meningkatkan keterampilan dan 

kesiapan petugas. 

3. Mindset sebagai Faktor Penentu Kinerja SDM 

Perubahan pola pikir petugas dinilai lebih penting dibandingkan latar 

belakang pendidikan formal. Mindset yang positif terhadap tanggung 

jawab pengelolaan sampah menjadi kunci dalam menciptakan SDM yang 

peduli lingkungan dan konsisten dalam bertugas. 

4. Adaptasi Petugas Baru Membutuhkan Waktu 

Meskipun tidak ada kendala besar dalam penyediaan tenaga kerja, petugas 

baru tetap membutuhkan masa adaptasi untuk memahami sistem kerja dan 
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kebijakan yang berlaku. Proses pendampingan dan pelatihan awal menjadi 

bagian penting dari integrasi mereka. 

5. Kesadaran Masyarakat Menjadi Tantangan bagi SDM 

Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan dan 

pemilahan sampah menjadi tantangan tersendiri bagi SDM di lapangan. 

Hal ini menuntut kemampuan komunikasi dan pendekatan interpersonal 

dari petugas untuk membangun partisipasi masyarakat. 

 

 

6. Kesiapan SDM dalam Menyesuaikan Diri terhadap Kebijakan Baru 

Meskipun SDM tergolong memadai, perubahan atau pembaruan kebijakan 

tetap memerlukan sosialisasi yang intensif. SDM perlu cepat beradaptasi 

dan menyampaikan informasi dengan efektif agar kebijakan baru dapat 

segera diterapkan di lapangan. 

7. Keterlibatan dalam Program Pengembangan Kapasitas Eksternal 

Petugas secara aktif dilibatkan dalam kegiatan eksternal seperti seminar 

dan workshop untuk memperluas wawasan dan keterampilan. Kegiatan ini 

berperan dalam memperkuat kapasitas individual dan kelembagaan dalam 

pengelolaan sampah. 

8. SDM Sebagai Fasilitator dalam Edukasi Lingkungan 

Selain sebagai pelaksana teknis, SDM juga berperan sebagai fasilitator 

dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Kemampuan 
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menyampaikan pesan secara persuasif menjadi nilai tambah yang 

diperlukan oleh petugas di lapangan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 

implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 sangat 

bergantung pada kelengkapan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang 

terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan persampahan. Adanya SDM 

yang memahami tentang pengelolaan sampah menjadi faktor krusial. Namun 

demikian, meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah melakukan 

berbagai upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sosialisasi, 

implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya 

adalah keterbatasan anggaran yang berpengaruh terhadap kontinuitas pelatihan, 

serta rendahnya pemahaman teknis pada tenaga kerja baru yang membutuhkan 

waktu untuk beradaptasi dan menyerap pengetahuan secara optimal. Hal ini 

menunjukkan bahwa keberadaan SDM yang memahami pengelolaan persampahan 

belum sepenuhnya merata dan masih memerlukan penguatan, baik melalui 

pendampingan intensif, peningkatan anggaran pelatihan, maupun strategi 

rekrutmen berbasis kompetensi. Dengan demikian, dapat dijawab bahwa 

keberadaan SDM yang memahami pengelolaan persampahan memang telah 

tersedia dalam struktur kelembagaan, tetapi masih perlu ditingkatkan dan 

dimantapkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan 

berkelanjutan di Kota Medan. 
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4.2.2 Adanya Komunikasi Yang Dilakukan Dalam Pengelolaan 

Persampahan 

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari 

komunikator kepada komunikan. Menurut Edward komunikasi mengenai 

informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para 

pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang perlu mereka persiapkan dan 

lakukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan 

sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan, maka dari itu 

perlu komunikasi yang baik atas kebijakan yang ingin diimplementasikan kepada 

seluruh pihak terkait (Winarno, 2016: 42). 

Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat 

disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau 

penolakan atas kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi penting karena semakin 

tinggi pengetahuan dan pemahaman pada kebijakan maka akan mengurangi 

tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah 

yang sesungguhnya. Menurut Edward III ada tiga hal penting dalam dimensi 

komunikasi ini yaitu (Laary et al., 2022): 

1. Transmisi yaitu cara informasi disampaikan kepada public 

2. Kejelasan informasi yang disampaikan 

3. Konsisten pelaksanaan dari kebijakan yang diinformasikan itu. 

Penanganan sampah sesungguhnya menjadi tanggungjawab bersama bukan 

semata-mata tugas dan wewenang pemerintah Kota Medan namun masyarakat 

perlu meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan sampah yang baik. Sistem 
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Medan. Dalam pengelolaan sampah diperlukan komunikasi oleh masyarakat, 

pemerintah maupun pihak swasta. Pada dasarnya dalam pengelolaan sampah di 

Kota Medan dibutuhkan sistem komunikasi yang baik sehingga masalah sampah 

bisa diatasi dengan baik sehingga terciptanya lingkungan bersih dan sehat. 

Ketrampilan berkomunikasi dibutuhkan untuk menyampaikan sebuah 

pesan agar tidak terjadi distorsi dalam proses penerimaan pesan kepada 

implementor. Upaya dalam rangka keberhasilan suatu implementasi kebijakan 

pemerintah dibutuhkan pelaksana kebijakan yang benar-benar memaham tugas 

yang harus dijalankan sehingga kebijakan tersebut terlaksana sesuai tujuan utama. 

Pada dasarnya agar tujuan dan sasaran tidak mengalami distorsi dalam proses 

penyampaian dibutuhkan komunikasi dan infomasi yang lengkap sebab 

dikhawatirkan penyampaian tujuan dan sasaran yang tidak jelas mendapatkan 

sejumlah penolakan dari kelompok sasaran (Bte & Rusdin, 2021). 

Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya pengelolaan sampah daerah. Informasi yang jelas dan mudah dipahami 

dapat membantu warga memahami dampak negatif dari tidak membuang sampah 

dengan benar, seperti pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Disamping 

itu melalui komunikasi yang efektif lebih memungkinkan warga dan pemangku 

kepentingan lokal memahami isi dari kebijakan pengelolaan sampah yang 

diterapkan di wilayahnya, yang akan membantu menghindari salah paham dan 

ketidak setujuan yang dapat menghambat implementasi kebijakan (Komarudin et 

al., 2023). 
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan pada hasil penelitian 

di atas, maka dapat dianalisis bahwa: 

1. Sosialisasi dan Koordinasi Lintas OPD Sudah Terstruktur\ 

Sosialisasi, rapat rutin, dan pertemuan antara Dinas Lingkungan Hidup, 

Dinas Kebersihan, serta masyarakat telah menjadi mekanisme komunikasi 

yang aktif dalam mendukung pengelolaan sampah. Forum OPD juga 

berperan sebagai sarana koordinasi dan diskusi yang efektif antara 

pemerintah dan masyarakat. 

2. Peran Media dan Teknologi dalam Edukasi Lingkungan 

Media sosial, televisi, dan platform digital lainnya dimanfaatkan secara 

optimal untuk menyebarkan informasi serta meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Kampanye melalui 

media ini dinilai cukup efektif dalam menjangkau berbagai kalangan. 

3. Forum Musrenbang dan Pertemuan Warga sebagai Sarana Informal 

Pertemuan warga dan forum musrenbang yang melibatkan kelurahan dan 

kecamatan menjadi sarana tambahan dalam menjangkau masyarakat, 

sekaligus memperluas penyebaran informasi mengenai kebijakan dan 

program kebersihan. 

4. Keterbatasan Komunikasi di Tingkat Kelurahan 

Meskipun komunikasi sudah dilakukan, masih terdapat keterbatasan ruang 

diskusi yang bersifat khusus antara masyarakat dan pemerintah. Hingga 

kini, belum tersedia forum yang secara fokus membahas isu persampahan 

secara mendalam di tingkat akar rumput. 
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5. Pemanfaatan Aplikasi Bestari sebagai Sarana Umpan Balik 

Aplikasi Bestari digunakan sebagai jalur komunikasi resmi untuk 

menyampaikan keluhan atau saran dari masyarakat kepada pihak 

pemerintah. Hal ini mempermudah masyarakat dalam menyalurkan 

aspirasi mereka terkait pengelolaan sampah. 

6. Perlu Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

Meskipun tingkat antusiasme masyarakat terhadap kegiatan kebersihan 

cukup baik, partisipasi aktif dalam program-program kebersihan masih 

perlu ditingkatkan. Pemerintah perlu terus mendorong keterlibatan 

masyarakat agar pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama. 

7. Penyampaian Informasi Sudah Relatif Jelas 

Menurut masyarakat, informasi dan edukasi yang diberikan oleh 

pemerintah telah cukup jelas dan mudah dipahami. Namun, keberlanjutan 

komunikasi tetap diperlukan agar pemahaman tersebut bisa diterjemahkan 

menjadi perilaku yang konsisten dalam pengelolaan sampah. 

Dengan demikian, komunikasi dalam pengelolaan persampahan di Kota 

Medan telah dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, baik secara langsung 

melalui sosialisasi, rapat koordinasi, forum warga, maupun secara digital melalui 

media sosial dan aplikasi pelaporan. Pemanfaatan teknologi dan media massa 

menjadi pendukung utama dalam penyampaian informasi dan edukasi kepada 

masyarakat. Meskipun komunikasi yang terbangun sudah cukup efektif dalam 

meningkatkan kesadaran, masih dibutuhkan penguatan pada aspek partisipasi 

masyarakat dan pembentukan forum diskusi yang lebih spesifik di tingkat lokal. 
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Upaya komunikasi yang berkelanjutan, terbuka, dan partisipatif sangat penting 

guna mendukung keberhasilan pengelolaan sampah yang lebih inklusif dan 

berkelanjutan di Kota Medan. 

Sejalan dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Bte & Rusdin, (2021) 

menyatakan bahwa untuk mendukung terlaksananya aspek komunikasi diperlukan 

koordinasi namun realitasnya koordinasi para implementor kebijakan dalam hal 

ini dinas kebersihan, kecamatan, kelurahan, RT dan RW bersama masyarakat 

masih kurang optimal terlihat dari beberapa RT dan RW masih belum memahami 

adanya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah. Implementasi kebijakan 

dibutuhkan dukungan koordinasi dalam hal ini instansi lain untuk keberhasilan 

program pengelolaan sampah. Koordinasi yang dijalankan dalam rangka untuk 

memenuhi penyedian sarana dan prasarana dalam rangka penanganan, pelayanan 

persoalan sampah. Tidak hanya persoalan sampah juga membutuhkan komunikasi 

dan koordinasi dengan pihak swasta dalam hal ini pelaku usaha untuk duduk 

bersama menangani persoalan sampah. 

Selain komunikasi pada tataran kebijakan dan sosialisasi, komunikasi 

teknis antara petugas lapangan dengan masyarakat juga memegang peranan 

penting dalam keberhasilan pengelolaan persampahan. Komunikasi ini meliputi 

penyampaian informasi operasional seperti jadwal pengangkutan sampah, lokasi 

pengumpulan, dan prosedur pemilahan. Petugas lapangan menjadi ujung tombak 

dalam menjembatani informasi dari pemerintah kepada masyarakat secara 

langsung. Oleh karena itu, kejelasan dan ketepatan informasi yang diberikan 
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sangat menentukan kepatuhan masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah 

yang berlaku (Hasibuan et al., 2023). 

Konsistensi komunikasi teknis juga berpengaruh terhadap efektivitas 

layanan di lapangan. Ketika terjadi perubahan jadwal, rute, atau sistem kerja, 

masyarakat perlu mendapatkan pemberitahuan yang cepat dan mudah dipahami 

agar tidak terjadi kesalahpahaman. Komunikasi yang tidak tersampaikan dengan 

baik dapat memicu penumpukan sampah atau tindakan pembuangan sampah yang 

tidak sesuai aturan. Dalam hal ini, peran petugas yang mampu menyampaikan 

informasi secara humanis, sopan, dan responsif akan membangun kepercayaan 

serta meningkatkan kerja sama masyarakat dalam mendukung sistem pengelolaan 

sampah. 

Untuk itu, peningkatan kapasitas komunikasi interpersonal bagi petugas 

lapangan menjadi bagian penting dalam strategi implementasi kebijakan 

pengelolaan persampahan. Pelatihan mengenai teknik komunikasi persuasif, 

pendekatan kultural, dan etika pelayanan publik diperlukan agar petugas dapat 

menyampaikan pesan secara efektif dan membangun hubungan sosial yang 

harmonis dengan warga. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, petugas 

tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga menjadi fasilitator perubahan 

perilaku masyarakat menuju tata kelola sampah yang lebih tertib, bersih, dan 

berkelanjutan. 

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

memegang peranan krusial dalam implementasi kebijakan pengelolaan 

persampahan di Kota Medan. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada 
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sejauh mana informasi disampaikan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami 

oleh seluruh pihak yang terlibat, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak 

swasta. Komunikasi yang baik tidak hanya memperkuat pemahaman kebijakan, 

tetapi juga meminimalkan penolakan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya. 

Berbagai bentuk komunikasi seperti sosialisasi langsung, koordinasi lintas OPD, 

pemanfaatan media digital, forum musrenbang, hingga penggunaan aplikasi 

Bestari telah diterapkan untuk menjangkau masyarakat secara luas. Hal ini 

menunjukkan adanya upaya aktif pemerintah dalam menyampaikan informasi dan 

mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Namun 

demikian, komunikasi yang bersifat teknis dan interaktif di tingkat akar rumput 

masih perlu diperkuat, khususnya dalam membangun ruang diskusi yang lebih 

spesifik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan komunikasi yang terbuka, 

partisipatif, dan berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat menjadi langkah 

strategis untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif, inklusif, dan 

berkelanjutan. Pemerintah perlu terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat 

melalui pendekatan komunikasi yang persuasif dan adaptif agar tercipta kesadaran 

kolektif terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan secara konsisten. 

4.2.3 Adanya Disposisi dalam Pengelolaan Persampahan 

Dalam mengelola suatu kebijakan, peran disposisi menjadi sangat penting 

karena dapat berpengaruh pada hasil kebijakan yang ingin dicapai. Disposisi 

memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi pengangkatan birokrasi (staffing the 

bureaucracy) dan dimensi insentif (Sahupala, 2020). Keberhasilan implementasi 
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kebijakan tidak hanya bergantung pada kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada 

individu-individu yang ditugaskan untuk melaksanakannya.  

Pentingnya disposisi dalam implementasi kebijakan menekankan perlunya 

perhatian terhadap faktor manusia dalam keseluruhan proses kebijakan. 

Menyadari bahwa sikap dan motivasi individu dapat memberikan dampak 

signifikan terhadap keberhasilan suatu kebijakan, pemilihan dan pemberian 

insentif kepada pelaksana kebijakan menjadi strategi yang tidak dapat diabaikan 

(Sakir, 2023). 

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan 

yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak 

melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. 

Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah 

orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih 

khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat (Sufi, 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, dapat 

dianalisis bahwa pengelolaan sampah di Kota Medan telah mengalami 

perkembangan yang signifikan dengan adanya disposisi yang jelas dari pimpinan 

Dinas Lingkungan Hidup. Disposisi ini, yang mencakup keputusan dan arahan 

dari pihak pemerintah, memiliki peran kunci dalam memastikan implementasi 

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 mengenai pengelolaan sampah dapat berjalan 

dengan baik di tingkat operasional. Berikut analisis yang dapat disimpulkan dalam 

beberapa poin: 
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1. Komitmen Pemerintah dalam Disposisi Kebijakan 

Disposisi yang jelas dari pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 

menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan 

kebijakan pengelolaan sampah sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2015. 

Arahan tersebut disampaikan secara sistematis hingga tingkat kecamatan 

dan kelurahan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan 

menyeluruh. Disposisi ini juga berfungsi sebagai pedoman operasional 

yang mengarahkan seluruh tahapan pengelolaan sampah agar berjalan 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Sampah 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah mengimplementasikan 

teknologi modern seperti aplikasi pelaporan dan pemantauan armada 

dengan GPS guna meningkatkan efisiensi dan pengawasan pengelolaan 

sampah. Teknologi ini mempermudah koordinasi dan mempercepat 

respons terhadap permasalahan di lapangan, serta mendukung upaya 

pemilahan sampah sejak sumbernya. Penggunaan teknologi ini 

menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan sampah yang lebih terstruktur 

dan transparan. 

3. Tantangan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat 

Meski disposisi dan pengawasan sudah berjalan, tingkat kesadaran dan 

kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah. Banyak 

warga yang belum konsisten menjalankan kebijakan seperti pemilahan 

sampah dan larangan membuang sampah sembarangan. Kurangnya insentif 
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atau penghargaan bagi warga yang aktif berpartisipasi juga menjadi 

kendala dalam meningkatkan motivasi masyarakat. 

4. Peran Edukasi dan Pengawasan Berkelanjutan 

Sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan melalui media sosial, forum 

warga, dan pengawasan rutin Satpol PP telah memberikan dampak positif. 

Namun, penguatan komunikasi dan edukasi tetap diperlukan agar 

kebijakan pengelolaan sampah dapat diterima dan dijalankan dengan baik 

oleh masyarakat. 

5. Penghargaan untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat 

Kurangnya penghargaan atau insentif bagi masyarakat yang aktif berperan 

dalam pengelolaan sampah menjadi salah satu hambatan utama dalam 

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga terhadap kebijakan tersebut. 

6. Penguatan Sosialisasi dan Penegakan Hukum 

Guna mencapai hasil yang optimal, diperlukan penguatan sosialisasi yang 

berkelanjutan dan penegakan hukum yang konsisten serta tegas. 

Penegakan hukum yang efektif akan memperbaiki kepatuhan masyarakat 

terhadap peraturan pengelolaan sampah dan mendukung keberhasilan 

kebijakan secara menyeluruh. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat dianalisis 

bahwa pengelolaan sampah di Kota Medan menunjukkan perkembangan 

signifikan dengan adanya disposisi yang jelas dari pimpinan Dinas Lingkungan 

Hidup. Keputusan dan arahan pemerintah memiliki peran penting dalam 

memastikan implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang 
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Pengelolaan Sampah dapat berjalan efektif di tingkat operasional. Sebagai bentuk 

komitmen, Pemerintah Kota Medan mengingatkan masyarakat untuk tidak lagi 

membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai. Mulai 1 Januari 2024, 

Pemrintah Kota Medan memberlakukan secara resmi dengan menerapkan Pasal 57 

ayat 1 yang menegaskan larangan membuang sampah ke sungai, disertai sanksi 

tegas berupa denda Rp10 juta atau kurungan selama tiga bulan bagi pelanggar. 

Disposisi yang diberikan umumnya bersifat hierarkis, bersumber dari pimpinan 

utama, lalu ditindaklanjuti melalui nota dinas atau surat tugas kepada unit 

pelaksana teknis. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun arahan 

tersebut bersifat komando, dalam praktiknya terdapat ruang interpretasi cukup 

luas di tingkat kelurahan dan kecamatan. Hal ini menyebabkan pendekatan 

pelaksanaan antarwilayah tidak selalu seragam. Beberapa pelaksana bahkan 

mengaku perlu mengambil inisiatif sendiri ketika arahan dirasa kurang rinci, yang 

mengindikasikan pentingnya kejelasan isi disposisi.  Selain instruksi tertulis, 

disposisi di lapangan juga berlangsung melalui komunikasi informal 

antarpegawai, termasuk lewat grup WhatsApp internal DLH. Pola ini memang 

mempercepat koordinasi, tetapi menimbulkan tantangan dalam pelacakan dan 

dokumentasi karena tidak semua arahan informal tercatat secara administratif. 

Oleh karena itu, diperlukan sistem dokumentasi disposisi yang terintegrasi agar 

proses pengambilan keputusan dan tindak lanjutnya dapat diaudit serta 

dipertanggungjawabkan dengan lebih baik. 

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa disposisi memainkan 

peranan penting dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah 
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di Kota Medan. Disposisi yang dimaksud mencakup sikap, komitmen, dan arahan 

dari pimpinan Dinas Lingkungan Hidup yang secara sistematis diturunkan hingga 

ke tingkat pelaksana teknis di kecamatan dan kelurahan. Arahan tersebut menjadi 

pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2015, sehingga memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Namun, praktik 

disposisi di lapangan tidak selalu berjalan seragam. Selain instruksi formal 

melalui nota dinas atau surat tugas, disposisi juga diberikan melalui komunikasi 

informal seperti grup WhatsApp internal. Hal ini memang mempercepat 

koordinasi, tetapi menimbulkan tantangan dalam aspek dokumentasi dan 

akuntabilitas kebijakan. Variasi dalam interpretasi arahan di tingkat bawah juga 

menunjukkan bahwa kejelasan isi disposisi masih perlu ditingkatkan untuk 

mencegah perbedaan pendekatan antarwilayah. 

Dengan demikian, keberhasilan disposisi dalam pengelolaan sampah tidak 

hanya ditentukan oleh adanya arahan pimpinan, tetapi juga oleh sistem 

komunikasi, dokumentasi, dan kesiapan pelaksana dalam memahami serta 

menerapkan kebijakan secara konsisten. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem 

dokumentasi disposisi, pelatihan teknis berkelanjutan, dan evaluasi berkala guna 

memastikan arahan yang diberikan dapat dilaksanakan secara efektif dan 

akuntabel di semua tingkatan. 

4.2.4 Adanya Struktur Birokrasi dalam Mengimplementasikan Kebijakan 

Birokrasi merupakan sebuah organisasi dalam pemerintahan yang 

merupakan rantai administrasi untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintahan 

itu sendiri, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Organisasi yang baik, efektif, 
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efisien serta sesuai dengan kebutuhan, harus didasarkan pada asas-asas yang 

diterapkan dalam organisasi tersebut dengan kata lain birokrasi yang baik harus 

didasarkan pada asas yang diterapkan (I. Setiawan et al., 2022). 

Meskipun sumber daya dan pelaksana kebijakan telah siap, serta memiliki 

kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan. Namun jika struktur 

birokrasi tidak efektif, maka kebijakan tersebut bisa terhambat atau bahkan tidak 

terlaksana sama sekali. Kebijakan adalah hal yang kompleks dan memerlukan 

kerjasama banyak pihak, sehingga ketika struktur birokrasi tidak mendukung, 

sumber daya yang ada tidak akan digunakan secara efektif dan bisa menghambat 

jalannya kebijakan. Struktur birokrasi harus mampu mendukung kebijakan yang 

ditetapkan secara politik dan melakukan koordinasi dengan baik (Pongdatu et al., 

2023). 

Struktur organisasi dan tata kelola birokrasi berperan penting dalam 

menentukan kecepatan dan akurasi implementasi di lapangan. Struktur organisasi 

di tingkat kecamatan memiliki unit khusus yang menangani retribusi kebersihan. 

Partisipasi warga dalam menjaga kebersihan masih bersifat individual dan tidak 

terorganisir. Keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh 

budaya gotong royong dan inisiatif lokal dalam pengurangan volume sampah 

(Sembiring, et al., 2025). 

Birokrasi sering menghadapi tantangan struktural seperti keterlambatan 

koordinasi lintas sektor, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya kontrol 

internal. Hambatan-hambatan ini tidak hanya memperlambat implementasi 

kebijakan, tetapi juga menurunkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. 
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Birokrasi perlu melakukan perbaikan tata kelola melalui penerapan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Penguatan 

kapasitas lembaga birokrasi juga diperlukan agar setiap unit kerja mampu 

bertindak cepat, tepat, dan terukur dalam menjalankan fungsi dan tanggung 

jawabnya (Murni et al., 2023). 

Kebijakan publik cenderung menjadi sesuatu yang kompleks sehingga 

menuntut kerjasama baik dari banyak orang. Ketika struktur birokasi tidak 

kondusif pada kebijakan tersedia, maka sumber daya menjadi tidak efektif. 

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan 

yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan 

baik. Sebagai langkah mendongkrak kinerja struktur birokasi/organisasi ke arah 

yang lebih baik adalah melalui SOP (standard operating procedure) (Sutmasa, 

2021). 

Penerapan SOP menjadi instrumen penting dalam menata prosedur kerja 

yang sistematis dan mencegah terjadinya kesalahan administrasi. SOP tidak hanya 

memperjelas alur kerja antarbagian, tetapi juga berfungsi sebagai alat monitoring 

dan evaluasi kinerja pegawai secara objektif. Dengan SOP yang tersosialisasikan 

dengan baik, seluruh perangkat birokrasi akan memiliki pemahaman yang 

seragam terhadap tugas masing-masing, serta mampu menyikapi dinamika 

kebijakan secara adaptif dan responsif. Penyusunan SOP yang relevan dan 

implementatif sangat dibutuhkan agar birokrasi mampu mendukung pelaksanaan 

kebijakan secara efektif dan efisien dalam konteks pengelolaan persampahan di 

daerah. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan, peran struktur birokrasi 

dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Medan sangatlah 

penting dan krusial. Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir memungkinkan 

pembagian tugas serta wewenang secara efektif di setiap tingkat pemerintahan, 

mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, kecamatan hingga kelurahan. Hal ini 

memastikan proses pelaksanaan kebijakan berjalan dengan terkoordinasi dan 

efisien. Berikut adalah struktur birokrasi dalam implementasi Perda Kota Medan 

No. 6 Tahun 2015 tentang Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah: 

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan 

Sebagai pimpinan tertinggi di dinas yang berwenang, Kepala DLH 

bertanggung jawab terhadap keseluruhan kebijakan dan strategi dalam 

pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah. Kepala 

dinas memiliki wewenang menetapkan kebijakan teknis, mengawasi 

pelaksanaan Perda, serta menjalin koordinasi dengan instansi vertikal dan 

horizontal terkait pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam 

pengelolaan sampah. 

2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah 

Kepala bidang ini menjadi ujung tombak dalam implementasi teknis Perda 

dalam hal pengelolaan sampah. Ia bertugas menyusun program kerja, 

menyusun petunjuk pelaksanaan teknis dan memastikan peran masyarakat 

berjalan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta pengembangan 

program bank sampah dan sistem pengelolaan berbasis masyarakat. 

3. Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kepala Seksi Penanganan Sampah 
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a. Kasi Pengurangan Sampah 

Berfokus pada strategi dan kegiatan yang mendorong pengurangan 

timbulan sampah dari sumbernya berupa kampanye gaya hidup 

minim sampah, pembinaan bank sampah, pemilahan sampah di 

rumah tangga, serta promosi 3R (Reduce, Reuse, Recycle). 

b. Kasi Penanganan Sampah 

Bertugas dalam pengelolaan operasional sampah yang meliputi 

pengangkutan, pengumpulan, pemrosesan dan pembuangan akhir. 

Ia berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dalam mengatur jadwal 

dan rute pengangkutan serta pengelolaan Tempat Pembuangan 

Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). 

4. Petugas Lapangan (Pengawas dan Penyuluh Lingkungan) 

Mereka adalah garda terdepan yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat. Bertugas melakukan penyuluhan, sosialisasi Perda, 

pendampingan program bank sampah, serta memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Mereka 

memberikan umpan balik kepada atasan mengenai kendala dan potensi di 

lapangan. 

5. Koordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan 

Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama erat dengan dinas teknis lain 

seperti Dinas Kebersihan yang menyediakan sarana dan prasarana 

pengelolaan sampah, seperti kendaraan angkut dan pengelolaan TPS/TPA. 
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Peran koordinasi ini penting agar pengambilan kebijakan dan implementasi 

teknis dapat berjalan sinergis dan efisien. 

6. Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Komunitas 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan mendorong kemitraan dengan pihak 

swasta, komunitas lingkungan dan LSM melalui program tanggung jawab 

sosial perusahaan (CSR), program Adiwiyata, dan pembentukan bank 

sampah. Kemitraan ini bertujuan memperluas partisipasi masyarakat dan 

memperkuat peran kolektif dalam pengelolaan sampah secara 

berkelanjutan. 

7. Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK) 

Dinas Lingkungan Hidup menjalin kerja sama dengan KLHK sebagai 

lembaga vertikal untuk mendapatkan pedoman kebijakan nasional, bantuan 

program, pelatihan peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan dana 

dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang partisipatif dan 

berbasis masyarakat di Kota Medan. 

Meskipun sistem birokrasi ini sudah berjalan dengan baik dan mendukung 

implementasi Perda No. 6 Tahun 2015 sudah berjalan dengan baik, penguatan di 

lapangan, terutama dalam hal edukasi, pengawasan dan dorongan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat masih sangat diperlukan. Pemerintah Kota 

Medan perlu terus berupaya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat 

mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan mematuhi peraturan 

yang ada. Tanpa adanya peningkatan kesadaran yang signifikan, kebijakan dan 
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struktur birokrasi sudah efektif, serta pengelolaan sampah di Kota Medan akan 

tetap menghadapi hambatan dalam mencapai hasil yang optimal. Pengelolaan 

sampah yang berkelanjutan dan lebih teratur akan sangat bergantung pada kerja 

sama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta yang berjalan secara 

sinergis. 

Evaluasi atas sebuah implementasi kebijakan penting dilakukan untuk 

memperoleh informasi pengambilan keputusan program yang sedang berlangsung 

dan mengeksplorasi bagaimana dan mengapa hasil tidak tercapai. Kegiatan 

evaluatif penting untuk pemerintahan yang baik dan dapat berkontribusi pada 

kemajuan kebijakan publik yang lebih efektif, manjur dan efektif. Adanya upaya 

advokasi kepada stakeholder dalam penyusunan peraturan daerah mengenai 

pengelolaan sampah rumah menjadi prioritas (Manalu, et al., 2022). 

Namun demikian, masih terdapat tantangan masih muncul dalam bentuk 

keterbatasan sistem pelaporan, tanggapan yang lambat terhadap kendala 

operasional, serta kurangnya fleksibilitas dalam merespons dinamika di lapangan. 

Petugas teknis di tingkat bawah kerap menghadapi situasi. Tanpa adanya memiliki 

kewenangan mengambil keputusan cepat karena harus menunggu instruksi 

struktural. Ini mengindikasikan bahwa selain birokrasi yang rapi secara formal, 

dibutuhkan juga sistem yang adaptif dan responsif. Oleh karena itu, penguatan 

pada mekanisme umpan balik, pelimpahan otonomi terbatas kepada pelaksana 

teknis, serta peningkatan kapasitas komunikasi dua arah menjadi strategi penting 

untuk memastikan struktur birokrasi benar-benar mendukung pengelolaan sampah 

secara efisien, berkelanjutan dan tanggap terhadap kondisi nyata di lapangan. 
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Penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 

Tahun 2015 menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah sangat 

bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan keterlibatan masyarakat. 

Meskipun peraturan secara tegas melarang pembuangan sampah sembarangan dan 

mendorong partisipasi masyarakat, tantangan seperti rendahnya kesadaran publik, 

keterbatasan anggaran, serta minimnya kompetensi teknis di kalangan petugas 

kebersihan masih menjadi hambatan. Pelatihan dan edukasi yang telah dilakukan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memang menunjukkan komitmen 

pemerintah, namun belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan mendasar 

terkait rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif warga dalam pengelolaan 

sampah. 

Selain itu, komunikasi menjadi faktor kunci dalam mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan ini. Koordinasi antara dinas terkait, kepala 

lingkungan, dan komunitas berjalan cukup baik, namun penyampaian informasi 

kepada masyarakat luas masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan konsisten. 

Pemanfaatan teknologi seperti media sosial dan aplikasi komunikasi juga mulai 

dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi, namun keberhasilan 

komunikasi tetap bergantung pada kejelasan pesan dan kesesuaian media yang 

digunakan. Akibatnya, sinergi yang kuat antara pemerintah, petugas, dan 

masyarakat, disertai strategi komunikasi yang terarah dan berkelanjutan, menjadi 

prasyarat utama dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berdaya guna dan 

berkelanjutan di Kota Medan. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laary et al., 

(2022) yang menunjukkan bahwa Komunikasi antara Pemerintah Desa, BPD, 

Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan kelompok masyarakat desa dalam 

melaksanakan kebijakan keamanan dan ketertiban di desa terlaksana atau berjalan 

cukup baik. Kebijakan juga tersosialisasikan (diinformasikan dan dijelaskan) 

kepada masyarakat dengan cukup baik. Sumber daya manusia (aparat pemerintah 

desa), dan sumber daya keuangan (dana) untuk pelaksanaan kebijakan masih 

kurang atau belum memadai. Namun demikian, hal tersebut tidak banyak 

memberikan pengaruh atau dampak terhadap pelaksanaan kebijakan. Disposisi 

(sikap pelaksana) cukup baik dilihat dari kemauan/komitmen, konsistensi, 

kedisiplinan dan kejujuran aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan 

kebijakan. Struktur organisasi dan standar operasional prosedur (SOP) belum 

ditetapkan secara khusus, namun pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan 

baik dan cukup efektif. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hutagalung, Tobing, & 

Rajagukguk, (2025) menyatakan bahwa meskipun Perda tersebut telah diterapkan, 

masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaannya, termasuk kurangnya 

kesadaran masyarakat, infrastruktur pengelolaan sampah yang belum memadai, 

serta kurangnya dukungan dari pihak terkait. Selain itu, komunikasi antara 

pemerintah dan pedagang di pasar juga perlu ditingkatkan untuk memastikan 

keberhasilan implementasi regulasi ini.  

Selanjutnya, Temuan penelitan yang dilakukan Wahidi & Meilani, (2024) 

di analisis dengan model implementasi Edward III yaitu Komunikasi, Sumber 
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Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi menunjukan bahwa implementasi peraturan 

Bupati Nomor 44 Tahun 2019 belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan 

karena dari segi komunikasi belum terlaksana dengan optimal karena minimnya 

sosialisasi dan komunikasi ke pihak Nagari. Dari segi sumber daya, untuk SDM 

masih sangat kurang dari segi kuantitas maupun kualitas dan pelatihan 

peningkatan SDM juga tidak ada. Anggaran yang terbatas dan juga mengalami 

penurunan menyebabkan berbagai permasalahan seperti pengadaan dan perawatan 

sarana prasarana terhambat. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

pengelolaan persampahan sangat bergantung pada kelengkapan dan 

kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memahami pengelolaan 

sampah secara teknis dan praktis. Meskipun SDM yang kompeten telah 

tersedia dalam struktur kelembagaan, pelaksanaan kebijakan masih 

menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya 

pemahaman teknis pada tenaga kerja baru. Hal ini menunjukkan bahwa 

kualitas SDM belum merata dan masih memerlukan penguatan melalui 

pelatihan berkelanjutan, pendampingan intensif, serta strategi rekrutmen 

yang tepat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM perlu terus 

diupayakan secara konsisten guna mendukung efektivitas dan 

keberlanjutan pengelolaan sampah di Kota Medan. 

2. Komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi 

kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Medan. Keberhasilan tersebut 

tercermin dari koordinasi yang aktif antara pemerintah, masyarakat, dan 

pihak terkait melalui berbagai saluran seperti sosialisasi langsung, media 

sosial, forum musrenbang, dan pemanfaatan aplikasi pelaporan seperti 

Bestari. Pemanfaatan teknologi dan media massa telah mendukung 
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penyebaran informasi yang luas dan efisien, sekaligus meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Namun 

demikian, tantangan masih dihadapi, terutama pada aspek komunikasi 

teknis di tingkat akar rumput, keterbatasan forum diskusi khusus di 

kelurahan, serta perlunya pendekatan yang mampu mendorong perubahan 

perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, komunikasi 

yang lebih terstruktur, terbuka, dan partisipatif sangat dibutuhkan, tidak 

hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga membangun ruang 

interaktif yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Dengan 

penguatan strategi komunikasi ini, kebijakan pengelolaan sampah 

diharapkan dapat berjalan lebih optimal, inklusif, dan berkelanjutan. 

3. Disposisi berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah di Kota Medan. Komitmen dan arahan dari pimpinan 

Dinas Lingkungan Hidup menjadi pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah 

No. 6 Tahun 2015, yang diturunkan secara formal melalui surat tugas dan 

nota dinas, serta secara informal melalui komunikasi digital seperti grup 

WhatsApp internal. Meskipun pendekatan informal mempercepat 

koordinasi, keberadaannya menimbulkan tantangan dalam dokumentasi 

dan akuntabilitas. Selain itu, perbedaan dalam interpretasi arahan di tingkat 

kecamatan dan kelurahan menunjukkan bahwa kejelasan dan konsistensi 

isi disposisi masih perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan tidak 

berbeda antarwilayah. Keberhasilan disposisi tidak hanya bergantung pada 

arahan pimpinan, tetapi juga pada kesiapan pelaksana dalam memahami 
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serta menerapkan kebijakan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan 

sistem dokumentasi yang terintegrasi, pelatihan teknis berkelanjutan, dan 

evaluasi berkala untuk memastikan arahan dapat dijalankan secara efektif. 

Selain itu, penguatan partisipasi masyarakat, pemberian insentif, dan 

penegakan hukum yang konsisten juga menjadi bagian penting dari upaya 

kolektif agar kebijakan pengelolaan sampah di Kota Medan dapat berjalan 

optimal dan berkelanjutan. 

4. Struktur birokrasi yang terorganisir di Kota Medan berperan penting dalam 

mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui peran 

terstruktur dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan mulai dari Kepala 

Dinas sebagai pengambil kebijakan, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah 

sebagai pelaksana teknis hingga Kepala Seksi yang fokus pada 

pengurangan dan penanganan sampah secara spesifik. Peran ini didukung 

oleh petugas lapangan yang aktif menjalin hubungan dengan masyarakat, 

serta koordinasi lintas instansi untuk penyediaan sarana-prasarana dan 

kemitraan dengan sektor swasta serta komunitas dalam memperkuat peran 

masyarakat. Selain itu, sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK) memperkuat sistem melalui pedoman nasional, 

pelatihan dan bantuan program, sehingga menciptakan sistem birokrasi 

yang kolaboratif, partisipatif dan berkelanjutan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Pemerintah Kota Medan disarankan untuk memperluas program pelatihan 

teknis dan pembinaan karakter bagi petugas pengelola sampah, terutama 

tenaga baru, dengan dukungan anggaran khusus di APBD. Kampanye 

kesadaran masyarakat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui 

pendekatan komunitas dan pendidikan di sekolah. Selain itu, kolaborasi 

dengan LSM dan perguruan tinggi harus didorong untuk mendukung 

edukasi dan pelatihan berbasis komunitas. 

2. Pemerintah disarankan untuk menggunakan pendekatan komunikasi 

personal dan partisipatif, seperti door-to-door dan kampanye berbasis 

RT/RW, serta melibatkan masyarakat. Pemanfaatan media sosial dan 

teknologi digital juga perlu dioptimalkan untuk menyampaikan pesan 

lingkungan secara menarik. Evaluasi rutin terhadap saluran komunikasi 

diperlukan untuk menentukan strategi yang paling efektif. 

3. Disarankan agar motivasi internal aparatur ditingkatkan melalui 

penghargaan, insentif, dan penilaian kinerja berbasis dampak kebijakan. 

Sistem apresiasi juga perlu dibentuk untuk warga atau komunitas yang 

aktif dalam pengelolaan sampah, guna memotivasi masyarakat lainnya. 

Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran kebijakan 

pengelolaan sampah juga perlu diperkuat untuk menciptakan efek jera. 

Program edukasi berkelanjutan harus lebih menginspirasi tindakan nyata 

dari masyarakat. 

4. Disarankan agar dilakukan evaluasi berkala terhadap pembagian tugas dan 

koordinasi lintas instansi untuk memastikan efektivitas birokrasi tanpa 
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tumpang tindih. Sektor swasta perlu dilibatkan lebih jauh dalam 

pengelolaan sampah melalui kemitraan yang adil dan transparan, seperti 

program CSR lingkungan. Pengawasan di lingkungan warga harus 

diperkuat dengan sistem pelaporan yang mudah diakses dan responsif.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Draf Wawancara 

A. Identitas Informan 

Nama : 

Pekerjaan : 

B. Pertanyaan Wawancara Kepada Informan Utama 

1. Adanya sumber daya manusia yang memahami tentang pengelolaan 

persampahan 

a. Bagaimana kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang 

terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Medan? 

b. Apakah ada program pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi 

petugas kebersihan dan pegawai terkait dalam memahami regulasi 

serta praktik pengelolaan sampah? 

c. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam menyediakan tenaga 

kerja yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan 

sampah? 

d. Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan 

dalam memastikan tenaga kerja yang terlibat memiliki keahlian 

yang sesuai dengan kebutuhan? 

2. Adanya komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan   

a. Bagaimana mekanisme komunikasi yang dilakukan antara Dinas 

Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, dan masyarakat dalam 

pengelolaan sampah? 

b. Apakah terdapat forum atau wadah komunikasi antara pemerintah 

dan masyarakat untuk membahas permasalahan pengelolaan 

sampah? 

c. Bagaimana peran media dan teknologi dalam mendukung 

komunikasi mengenai kebijakan dan edukasi pengelolaan sampah 

di Kota Medan? 
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d. Seberapa efektif komunikasi yang dilakukan dalam meningkatkan 

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah? 

3. Adanya disposisi dalam pengelolaan persampahan 

a. Apakah ada isi kebijakan yang diimplementasikan melalui 

disposisi? dan apakah sudah mencakup seluruh kota medan? 

b. Bagaimana pemerintah daerah berencana mengintegrasikan 

teknologi dalam pengelolaan sampah untuk mempermudah proses 

pemilahan dan pengangkutan sampah? 

c. Bagaimana pemerintah daerah mengawasi dan memastikan bahwa 

pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 

2015? 

d. Bagaimana kebijakan pengurangan penggunaan sampah plastik 

sekali pakai diimplementasikan di pusat perbelanjaan dan fasilitas 

publik lainnya? 

4. Adanya struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan 

a. Bagaimana struktur birokrasi yang diterapkan dalam pengelolaan 

sampah di Kota Medan? 

b. Bagaimana ada pembagian tugasantara Dinas Lingkungan Hidup 

dan Dinas Kebersihan dalam implementasi kebijakan pengelolaan 

sampah? 

c. Bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah? 

d. Sejauh mana efektivitas sistem birokrasi yang diterapkan dalam 

mendukung keberhasilan implementasi Perda No. 6 Tahun 2015? 
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A. Identitas Informan 

Nama :  

Usia : 

Pekerjaan :  

B. Pertanyaan Wawancara Kepada Informan Pendukung 

1. Adanya sumber daya manusia yang memahami tentang pengelolaan 

persampahan 

a. Seberapa besar pemahaman masyarakat di lingkungan Anda 

tentang pengelolaan sampah yang sesuai dengan Peraturan Daerah 

No. 6 Tahun 2015? 

b. Apakah ada sosialisasi atau pelatihan dari pemerintah terkait 

pengelolaan sampah bagi masyarakat?  

c. Apakah masyarakat memiliki kesadaran dan keterampilan yang 

cukup dalam memilah dan mengelola sampah secara mandiri?  

d. Bagaimana peran masyarakat dalam meningkatkan pemahaman dan 

kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah? 

2. Adanya komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan  

a. Bagaimana komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah 

dalam hal pengelolaan sampah di lingkungan anda? 

b. Apakah terdapat wadah atau forum diskusi antara masyarakat dan 

pemerintah terkait permasalahan sampah?  

c. Bagaimana respon pemerintah jika masyarakat menyampaikan 

keluhan atau saran terkait pengelolaan sampah? 

d. Menurut anda, apakah informasi dan edukasi dari pemerintah 

terkait kebijakan pengelolaan sampah sudah cukup jelas dan mudah 

dipahami oleh masyarakat? 

3. Adanya disposisi dalam pengelolaan persampahan  

a. Apakah masyarakat di lingkungan anda memiliki kepedulian tinggi 

dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah?  
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b. Menurut anda, apakah pemerintah sudah memberikan insentif atau 

penghargaan bagi masyarakat yang aktif dalam pengelolaan 

sampah? 

c. Apa hambatan utama yang dihadapi masyarakat dalam 

menjalankan kebijakan pengelolaan sampah? 

d. Bagaimana sikap masyarakat dalam mematuhi aturan, seperti 

larangan membuang sampah sembarangan atau kewajiban memilah 

sampah? 

4. Adanya struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan 

a. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung masyarakat 

dalam pengelolaan sampah? 

b. Apakah ada program atau kebijakan dari pemerintah yang benar-

benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam pengelolaan 

sampah? 

c. Bagaimana koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam 

pengelolaan sampah? Apakah ada kendala dalam pelaksanaannya? 

d. Apa harapan anda terhadap pemerintah dalam meningkatkan 

efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Medan? 

 

  



98 

 

Lampiran 2 Transkip Wawancara 

A. Identitas Informan Utama 

Nama : SP 

Pekerjaan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 
Adanya sumber daya manusia yang memahami tentang pengelolaan 

persampahan 

a. Bagaimana kualifikasi dan 

kompetensi sumber daya 

manusia yang terlibat dalam 

pengelolaan sampah di Kota 

Medan? 

Kalau untuk SDM di pengelolaan 

sampah, kita punya petugas dari 

berbagai latar belakang. Untuk yang 

teknis atau administratif, biasanya 

berlatar belakang pendidikan 

lingkungan atau kesehatan. Tapi untuk 

petugas kebersihan, kita lebih banyak 

bekali mereka lewat pelatihan langsung 

di lapangan. 

b. Apakah ada program pelatihan 

atau peningkatan kapasitas bagi 

petugas kebersihan dan pegawai 

terkait dalam memahami 

regulasi serta praktik 

pengelolaan sampah? 

Ada, kita rutin adakan pelatihan. Baik 

yang kita selenggarakan sendiri maupun 

kerja sama dengan KLHK atau lembaga 

lain. Materinya seputar regulasi, teknik 

3R, dan cara kerja yang sesuai SOP 

c. Apakah ada kendala yang 

dihadapi dalam menyediakan 

tenaga kerja yang memiliki 

pemahaman yang baik 

mengenai pengelolaan sampah? 

Kendala pasti ada. Kadang tenaga yang 

kita rekrut belum punya pemahaman 

teknis, jadi harus kita latih dari awal. 

Selain itu, keterbatasan anggaran juga 

jadi tantangan. 

d. Bagaimana upaya Dinas 

Lingkungan Hidup dan Dinas 

Kebersihan dalam memastikan 

tenaga kerja yang terlibat 

memiliki keahlian yang sesuai 

dengan kebutuhan? 

Kita lakukan seleksi yang sesuai 

kebutuhan, beri pelatihan rutin, dan ada 

evaluasi kinerja juga. Kita juga kerja 

sama dengan universitas dan lembaga 

pelatihan untuk tingkatkan kualitas 

SDM. 

2 Adanya komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan 

a. Bagaimana mekanisme 

komunikasi yang dilakukan 

antara Dinas Lingkungan Hidup, 

Kita rutin berkoordinasi dengan Dinas 

Kebersihan dan juga melibatkan 

masyarakat melalui lurah, kepala 
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Dinas Kebersihan, dan 

masyarakat dalam pengelolaan 

sampah? 

lingkungan, dan komunitas peduli 

sampah. Informasi disampaikan secara 

langsung di lapangan maupun lewat 

grup WA atau media sosial untuk 

respon cepat, apalagi soal penanganan 

sampah harian. 

b. Apakah terdapat forum atau 

wadah komunikasi antara 

pemerintah dan masyarakat 

untuk membahas permasalahan 

pengelolaan sampah? 

Ada, kita sering adakan sosialisasi, 

diskusi lingkungan, bahkan forum 

warga. Di situ masyarakat bisa 

sampaikan keluhan atau ide terkait 

pengelolaan sampah. Kami juga 

libatkan mereka dalam program seperti 

bank sampah atau gotong royong 

bersih-bersih. 

c. Bagaimana peran media dan 

teknologi dalam mendukung 

komunikasi mengenai kebijakan 

dan edukasi pengelolaan 

sampah di Kota Medan? 

Peran media sangat penting. Kita 

manfaatkan media sosial, website resmi, 

sampai aplikasi pelaporan sampah. 

Selain itu, media massa seperti radio 

dan TV lokal juga kita pakai untuk 

kampanye edukasi, terutama soal 

pemilahan dan pengurangan sampah. 

d. Seberapa efektif komunikasi 

yang dilakukan dalam 

meningkatkan kesadaran dan 

partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sampah? 

Kalau bicara efektivitas, cukup terasa. 

Kesadaran masyarakat mulai tumbuh, 

apalagi di wilayah yang rutin kami 

edukasi. Tapi memang masih perlu 

penguatan, karena tantangan terbesar itu 

mengubah perilaku. Jadi komunikasi ini 

sifatnya harus terus-menerus. 

3 Adanya disposisi dalam pengelolaan persampahan 

a. Apakah ada isi kebijakan yang 

diimplementasikan melalui 

disposisi? dan apakah sudah 

mencakup seluruh kota medan? 

Ada, lewat disposisi dari pimpinan, kita 

jalankan Perda No. 6 Tahun 2015. 

Instruksinya turun ke kecamatan dan 

kelurahan. Saat ini, sudah menjangkau 

hampir seluruh wilayah, tapi memang 

masih terus kita perkuat. 

b. Bagaimana pemerintah daerah 

berencana mengintegrasikan 

teknologi dalam pengelolaan 

sampah untuk mempermudah 

proses pemilahan dan 

Kita mulai pakai aplikasi untuk 

pelaporan dan pantau armada dengan 

GPS. Ke depannya, kita dorong 

pemanfaatan teknologi di TPS untuk 

bantu pemilahan sejak dari sumber. 
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pengangkutan sampah? 

c. Bagaimana pemerintah daerah 

mengawasi dan memastikan 

bahwa pengelolaan sampah 

dilakukan sesuai dengan Perda 

No. 6 Tahun 2015? 

Tim kami rutin turun ke lapangan. 

Kalau ada pelanggaran, kita libatkan 

Satpol PP. Laporan dari warga juga 

sangat membantu pengawasan. 

d. Bagaimana kebijakan 

pengurangan penggunaan 

sampah plastik sekali pakai 

diimplementasikan di pusat 

perbelanjaan dan fasilitas publik 

lainnya? 

Kita sudah sosialisasi ke mall, toko, dan 

restoran. Beberapa sudah berhenti kasih 

kantong plastik gratis. Edukasi juga 

terus kita jalankan di ruang publik. 

4 Adanya struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan 

a. Bagaimana struktur birokrasi 

yang diterapkan dalam 

pengelolaan sampah di Kota 

Medan? 

Struktur kita cukup jelas, mulai dari 

kepala dinas, kabid, kasi, sampai 

petugas lapangan. Semua sudah punya 

tupoksi masing-masing. Jadi alur 

koordinasi sudah tertata. 

b. Bagaimana ada pembagian 

tugasantara Dinas Lingkungan 

Hidup dan Dinas Kebersihan 

dalam implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah? 

DLH lebih ke arah kebijakan, 

pengawasan, dan edukasi. Sedangkan 

Dinas Kebersihan fokus ke teknis di 

lapangan, seperti pengangkutan dan 

pengelolaan sampah harian. 

c. Bagaimana koordinasi antara 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dan pihak swasta dalam 

pengelolaan sampah? 

Kita sering koordinasi dengan KLHK 

untuk program dan bantuan. Daerah 

bergerak dalam pelaksanaan, sementara 

swasta dilibatkan lewat kemitraan, 

terutama dalam pengelolaan sampah 

dan daur ulang. 

d. Sejauh mana efektivitas sistem 

birokrasi yang diterapkan dalam 

mendukung keberhasilan 

implementasi Perda No. 6 

Tahun 2015? 

Sistemnya sudah berjalan, tinggal 

penguatan di lapangan saja. Efektif, tapi 

memang butuh sinergi semua pihak 

supaya pelaksanaannya maksimal. 
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B. Identitas Informan Utama 

Nama : BH 

Pekerjaan : Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 
Adanya sumber daya manusia yang memahami tentang pengelolaan 

persampahan 

a. Bagaimana kualifikasi dan 

kompetensi sumber daya 

manusia yang terlibat dalam 

pengelolaan sampah di Kota 

Medan? 

Ya cukup. karena pendidikan tidak 

begitu berpengaruh tetapi maindset 

yang harus diubah. Jadi kita fokus ke 

pembentukan pola pikir yang benar soal 

pengelolaan sampah. 

b. Apakah ada program pelatihan 

atau peningkatan kapasitas bagi 

petugas kebersihan dan pegawai 

terkait dalam memahami 

regulasi serta praktik 

pengelolaan sampah? 

Ada, kita adakan pelatihan tentang 

pengelolaan sampah secara berkala, 

supaya petugas juga lebih paham 

praktik yang baik. 

c. Apakah ada kendala yang 

dihadapi dalam menyediakan 

tenaga kerja yang memiliki 

pemahaman yang baik 

mengenai pengelolaan sampah? 

Kendala besar sih nggak ada, paling 

butuh waktu untuk penyesuaian. Tapi 

secara umum bisa mengikuti. 

d. Bagaimana upaya Dinas 

Lingkungan Hidup dan Dinas 

Kebersihan dalam memastikan 

tenaga kerja yang terlibat 

memiliki keahlian yang sesuai 

dengan kebutuhan? 

Kita selalu libatkan mereka dalam 

setiap acara atau pelatihan yang 

berkaitan dengan pengelolaan sampah, 

supaya mereka terus update dan terlatih. 

2 Adanya komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan 

a. Bagaimana mekanisme 

komunikasi yang dilakukan 

antara Dinas Lingkungan Hidup, 

Dinas Kebersihan, dan 

masyarakat dalam pengelolaan 

sampah? 

Kami menggunakan mekanisme 

sosialisasi, serta pertemuan atau rapat 

rutin antara Dinas Lingkungan Hidup, 

Dinas Kebersihan, dan masyarakat 

untuk memastikan semua pihak 

terinformasi dengan baik. 

b. Apakah terdapat forum atau 

wadah komunikasi antara 

pemerintah dan masyarakat 

Ya, ada forum OPD yang menjadi 

wadah komunikasi antara pemerintah 

dan masyarakat untuk membahas 
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untuk membahas permasalahan 

pengelolaan sampah? 

berbagai masalah, termasuk 

pengelolaan sampah. 

c. Bagaimana peran media dan 

teknologi dalam mendukung 

komunikasi mengenai kebijakan 

dan edukasi pengelolaan 

sampah di Kota Medan? 

Media dan teknologi sangat mendukung 

sosialisasi kebijakan dan edukasi 

mengenai pengelolaan sampah, baik 

melalui media sosial, televisi, maupun 

platform digital lainnya. 

d. Seberapa efektif komunikasi 

yang dilakukan dalam 

meningkatkan kesadaran dan 

partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sampah? 

Komunikasi yang dilakukan cukup 

efektif, terutama dalam kampanye 

lingkungan. Masyarakat semakin sadar 

akan pentingnya pengelolaan sampah 

yang baik. 

3 Adanya disposisi dalam pengelolaan persampahan 

a. Apakah ada isi kebijakan yang 

diimplementasikan melalui 

disposisi? dan apakah sudah 

mencakup seluruh kota medan? 

Ya, kebijakan yang ada sudah 

diimplementasikan melalui disposisi 

dan mencakup seluruh Kota Medan. 

b. Bagaimana pemerintah daerah 

berencana mengintegrasikan 

teknologi dalam pengelolaan 

sampah untuk mempermudah 

proses pemilahan dan 

pengangkutan sampah? 

Pemerintah daerah terus berupaya 

mencapai struktur dan teknologi yang 

ramah lingkungan, agar proses 

pemilahan dan pengangkutan sampah 

semakin efisien. 

c. Bagaimana pemerintah daerah 

mengawasi dan memastikan 

bahwa pengelolaan sampah 

dilakukan sesuai dengan Perda 

No. 6 Tahun 2015? 

Pemerintah daerah melakukan 

penegakan Perda melalui Satpol PP 

untuk memastikan pengelolaan sampah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

ada. 

d. Bagaimana kebijakan 

pengurangan penggunaan 

sampah plastik sekali pakai 

diimplementasikan di pusat 

perbelanjaan dan fasilitas publik 

lainnya? 

Masih berlangsung, namun kami terus 

mendorong penerapan kebijakan ini 

secara lebih intensif di pusat 

perbelanjaan dan fasilitas publik 

lainnya. 

4 Adanya struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan 

a. Bagaimana struktur birokrasi 

yang diterapkan dalam 

pengelolaan sampah di Kota 

Medan? 

Struktur birokrasi yang diterapkan di 

Kota Medan dalam pengelolaan sampah 

cukup terstruktur, dengan setiap pihak 

memiliki tugas dan tanggung jawab 

yang jelas sesuai dengan kebijakan yang 
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ada. 

b. Bagaimana ada pembagian 

tugasantara Dinas Lingkungan 

Hidup dan Dinas Kebersihan 

dalam implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah? 

Tentu, pembagian tugasnya sesuai 

dengan tupoksi masing-masing. Dinas 

Lingkungan Hidup fokus pada 

kebijakan dan regulasi, sedangkan 

Dinas Kebersihan lebih pada 

operasional pengelolaan sampah di 

lapangan. 

c. Bagaimana koordinasi antara 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dan pihak swasta dalam 

pengelolaan sampah? 

Koordinasi antara pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan pihak swasta 

berjalan dengan baik. Kami saling 

berkolaborasi dalam menyusun 

kebijakan, mengimplementasikan 

program, dan mendukung pengelolaan 

sampah yang lebih efektif. 

d. Sejauh mana efektivitas sistem 

birokrasi yang diterapkan dalam 

mendukung keberhasilan 

implementasi Perda No. 6 

Tahun 2015? 

Sistem birokrasi yang diterapkan sudah 

cukup efektif dalam mendukung 

implementasi Perda No. 6 Tahun 2015. 

Setiap pihak bertanggung jawab sesuai 

dengan tugas dan fungsinya, dan itu 

mempermudah dalam pencapaian tujuan 

pengelolaan sampah yang lebih baik. 
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C. Identitas Informan Utama 

Nama : AS 

Pekerjaan : Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Medan 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 
Adanya sumber daya manusia yang memahami tentang pengelolaan 

persampahan 

a. Bagaimana kualifikasi dan 

kompetensi sumber daya 

manusia yang terlibat dalam 

pengelolaan sampah di Kota 

Medan? 

Kualifikasi SDM cukup memadai. 

Fokus kami lebih ke perubahan mindset 

dalam pengelolaan sampah, meskipun 

latar pendidikan juga penting. 

b. Apakah ada program pelatihan 

atau peningkatan kapasitas bagi 

petugas kebersihan dan pegawai 

terkait dalam memahami 

regulasi serta praktik 

pengelolaan sampah? 

Ya, kami rutin mengadakan pelatihan 

tentang regulasi dan praktik 

pengelolaan sampah yang baik. 

c. Apakah ada kendala yang 

dihadapi dalam menyediakan 

tenaga kerja yang memiliki 

pemahaman yang baik 

mengenai pengelolaan sampah? 

Tidak ada kendala besar, hanya 

penyesuaian terhadap kebijakan baru 

yang perlu disosialisasikan. 

d. Bagaimana upaya Dinas 

Lingkungan Hidup dan Dinas 

Kebersihan dalam memastikan 

tenaga kerja yang terlibat 

memiliki keahlian yang sesuai 

dengan kebutuhan? 

Kami pastikan melalui pelatihan berkala 

dan keterlibatan dalam seminar atau 

workshop untuk terus meningkatkan 

keahlian. 

2 Adanya komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan 

a. Bagaimana mekanisme 

komunikasi yang dilakukan 

antara Dinas Lingkungan Hidup, 

Dinas Kebersihan, dan 

masyarakat dalam pengelolaan 

sampah? 

Kita lakukan melalui sosialisasi 

langsung, rapat koordinasi, dan 

komunikasi lintas OPD. 

b. Apakah terdapat forum atau 

wadah komunikasi antara 

pemerintah dan masyarakat 

Ada, biasanya lewat forum musrenbang 

dan pertemuan warga yang melibatkan 

kelurahan dan kecamatan. 
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untuk membahas permasalahan 

pengelolaan sampah? 

c. Bagaimana peran media dan 

teknologi dalam mendukung 

komunikasi mengenai kebijakan 

dan edukasi pengelolaan 

sampah di Kota Medan? 

Sangat membantu, kami manfaatkan 

media sosial dan aplikasi untuk 

menyebarkan informasi dan edukasi ke 

masyarakat. 

d. Seberapa efektif komunikasi 

yang dilakukan dalam 

meningkatkan kesadaran dan 

partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sampah? 

Kalau dilihat dari antusias masyarakat 

dalam kegiatan kebersihan, cukup 

efektif, meski masih perlu ditingkatkan. 

3 Adanya disposisi dalam pengelolaan persampahan 

a. Apakah ada isi kebijakan yang 

diimplementasikan melalui 

disposisi? dan apakah sudah 

mencakup seluruh kota medan? 

Iya, ada. Disposisi ini biasanya turun 

dari pimpinan, dan pelaksanaannya 

sudah kita coba terapkan di seluruh 

wilayah Kota Medan. 

b. Bagaimana pemerintah daerah 

berencana mengintegrasikan 

teknologi dalam pengelolaan 

sampah untuk mempermudah 

proses pemilahan dan 

pengangkutan sampah? 

Kita terus arahkan ke sana, mulai dari 

uji coba sistem digital pelaporan, 

sampai rencana penggunaan alat yang 

mendukung pemilahan dan tracking 

armada. 

c. Bagaimana pemerintah daerah 

mengawasi dan memastikan 

bahwa pengelolaan sampah 

dilakukan sesuai dengan Perda 

No. 6 Tahun 2015? 

Ada pengawasan dari Satpol PP, juga 

kita di dinas lakukan pemantauan rutin, 

apalagi di titik-titik rawan. 

d. Bagaimana kebijakan 

pengurangan penggunaan 

sampah plastik sekali pakai 

diimplementasikan di pusat 

perbelanjaan dan fasilitas publik 

lainnya? 

Masih kita dorong terus lewat imbauan 

dan sosialisasi. Beberapa tempat sudah 

mulai menerapkan, tapi memang belum 

merata. 

4 Adanya struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan 

a. Bagaimana struktur birokrasi 

yang diterapkan dalam 

pengelolaan sampah di Kota 

Medan? 

Strukturnya udah jelas, mulai dari 

kepala dinas, sekretaris, sampai bidang-

bidang teknis, termasuk kami yang di 

bagian pegawai. Semua punya peran 

masing-masing dalam mendukung 
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pengelolaan sampah. 

b. Bagaimana ada pembagian 

tugasantara Dinas Lingkungan 

Hidup dan Dinas Kebersihan 

dalam implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah? 

Sudah ada pembagian tupoksi. DLH 

fokus ke kebijakan, pengawasan, dan 

edukasi. Dinas Kebersihan lebih ke 

teknis operasional di lapangan. 

c. Bagaimana koordinasi antara 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dan pihak swasta dalam 

pengelolaan sampah? 

Kita koordinasi terus, baik lewat rapat, 

forum, atau proyek bersama. Termasuk 

juga keterlibatan swasta untuk inovasi 

dan pengolahan sampah. 

d. Sejauh mana efektivitas sistem 

birokrasi yang diterapkan dalam 

mendukung keberhasilan 

implementasi Perda No. 6 

Tahun 2015? 

Sudah cukup efektif, meskipun masih 

butuh penguatan di lapangan. Tapi kita 

terus evaluasi dan benahi untuk 

mendukung pelaksanaan perda ini 

secara optimal. 
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D. Identitas Informan Pendukung 

Nama : Eva 

Usia : 50 Tahun 

Pekerjaan : ART 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 
Adanya sumber daya manusia yang memahami tentang pengelolaan 

persampahan 

a. Seberapa besar pemahaman 

masyarakat di lingkungan Anda 

tentang pengelolaan sampah 

yang sesuai dengan Peraturan 

Daerah No. 6 Tahun 2015? 

Kurangnya pemahaman masyarakat 

terhadap pengelolaan sampah yang 

harusnya dilakukan secara rutin 

b. Apakah ada sosialisasi atau 

pelatihan dari pemerintah terkait 

pengelolaan sampah bagi 

masyarakat?  

Belum ada 

c. Apakah masyarakat memiliki 

kesadaran dan keterampilan 

yang cukup dalam memilah dan 

mengelola sampah secara 

mandiri?  

Belum adanya kesadaran karena masih 

menggabung pembuangan sampah 

d. Bagaimana peran masyarakat 

dalam meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran 

warga terhadap pengelolaan 

sampah? 

Rutin menghimbau masyarakat  

2 Adanya komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan 

a. Bagaimana komunikasi antara 

masyarakat dengan pemerintah 

dalam hal pengelolaan sampah 

di lingkungan anda? 

Setara kelurahan sekitar 

b. Apakah terdapat wadah atau 

forum diskusi antara masyarakat 

dan pemerintah terkait 

permasalahan sampah?  

Belum ada yang spesifik 

c. Bagaimana respon pemerintah 

jika masyarakat menyampaikan 

keluhan atau saran terkait 

Melalui bestari yang mutusin 

menyangkut sampah masyarakat di 

sekitar  
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pengelolaan sampah? 

d. Menurut anda, apakah informasi 

dan edukasi dari pemerintah 

terkait kebijakan pengelolaan 

sampah sudah cukup jelas dan 

mudah dipahami oleh 

masyarakat? 

Sudah jelas 

3 Adanya disposisi dalam pengelolaan persampahan 

a. Apakah masyarakat di 

lingkungan anda memiliki 

kepedulian tinggi dalam 

menjalankan kebijakan 

pengelolaan sampah?  

Kurangnya kepedulian masyarakat 

terkait pengelolaan sampah 

b. Menurut anda, apakah 

pemerintah sudah memberikan 

insentif atau penghargaan bagi 

masyarakat yang aktif dalam 

pengelolaan sampah? 

Belum adanya penghargaan dari 

pemerintah untuk masyarakat 

c. Apa hambatan utama yang 

dihadapi masyarakat dalam 

menjalankan kebijakan 

pengelolaan sampah? 

Kurangnya kesadaran masyarakat 

d. Bagaimana sikap masyarakat 

dalam mematuhi aturan, seperti 

larangan membuang sampah 

sembarangan atau kewajiban 

memilah sampah? 

Sikap masyarakat membuang sampah 

pada tempatnya 

4 Adanya struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan 

a. Bagaimana peran pemerintah 

daerah dalam mendukung 

masyarakat dalam pengelolaan 

sampah? 

Sudah menyediakan tempat 

pengangkutan sampah 

b. Apakah ada program atau 

kebijakan dari pemerintah yang 

benar-benar dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat 

dalam pengelolaan sampah? 

Pasti ada. 

c. Bagaimana koordinasi antara 

pemerintah dan masyarakat 

dalam pengelolaan sampah? 

Tidak ada  
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Apakah ada kendala dalam 

pelaksanaannya? 

d. Apa harapan anda terhadap 

pemerintah dalam meningkatkan 

efektivitas kebijakan 

pengelolaan sampah di Kota 

Medan? 

Tempatnya berjalan semua pengelolaan 

sampah 
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Lampiran 3 Dokumentasi 
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